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BABI

PENDAHULUAE\T

A. L,atar Belake.ng Masalah

Sebagai  leinbaga penerintahan yang berada di  wilayah kccamatan  sebagai

perpanjangan  tangan  pemerintahan  kabupaten,  diharapkan  membawa  Visi  Misi

pembaligunan   yang   diembang   dalam   kurmg   waktu   tertentu   seba.gal   upaya

pencapalan arah dan tujuan pembangunan disegala bidang sebagaimana terfuan pada

rencalia  starategi.  O}ehnya  itiu  semua  stakechoider  dituntut  proaktif dan  .rtekelja

keras  dalam  pelaksar`aan  pembangunali  sebagaimana yalig  diainanatkan  Undang-

undang Dasar  1945  dalam  upaya mensejahterakan rakyat,  aparat  sebagai  pelayan

masyarakat saat il]i dituntut adanya kebasama antar semua pihak yang terkalt guna

memberikan  pelayarian  yang  maksimal  kepada  masyarakat  dan  dengan  pola yang

telah   bebalan,   dengan   menyadari   tantangan   pemerintahan   yang   beljalan   di

Kecamatan Waleurang Utara Kabupa`ien Luwu.

Dalam   kaltannya   dengan   bidang   Pemerintahan,   usaha   penyempumaan

Admiristrasi  Pemerintahan  pada  semua Desa  dan  Kelurahan  yang  secara  yuridis

formal  merupakan  Pemerintahan  dibawah_  Wi±aya._h_  _K_ec,am_atarT7  yar_I_g  in_€ri+1.pa±ajl

tumpuan   segenap   pelaksanaan   Pemerintahan    dan   pembangunan.    Untuk   itu

Pemerintah    Wilayah    harus    bertanggung    jawab    terhadap    penyelenggaraan

pembangunan  di   Wilayah  Kecamatan  dan  juga  harus  berinisiatif,  balk  dalani

perencanaan   maupun   dalam   pelaksanaar`_   pembangunan   serta   mampu   dalam
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pelaksanaan   pembangun.an.   0lehnya   itu   untuk   inencapai   tujuan   pembangunan

disernua   sektor   diperlukan   koordinasi    dan    kesungguhan    dari    aparat    dalam

melaksanakan   tugas-tugas   pembangunan   dan   menggerakkan    masyarakat   untuk

t'jrut  serta berperan  di  dalamnya.  Pengarahan dari.a dan  daya  tenaga  secara efisien

perlu  dilakukan  untuk  menum_buhkan  swadaya  masyarakat  karena  hal   itu  ikut

menentukan keberhasilan  pembangunan  sehingga dengan  demikian  pembangunan

dengan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.

Dalan   peningkatan   keterpaduan   melalui   pola   koordinasi   Pemerintah,

keterbukaan  da.n. pemt)erian hak desa dan kef urahan untuk meril+bangun daerahnya

dirasakan   manfaat   untuk   kepentingan   masyarakat.   Nan,un   demikian   tidaklah

sepenuhnya harapan itu bisa dinikmati oleh rakyat seutchnya, berbagai kelemahan-

kelemaharm  dijumpai  termasuk  kesiapan  aparatur  Kecamatan  termasuk  Sunber

Daya  Manusianya,  koordiriasi  dengan  bertumpu  padtl  penyatuan  Ljersepsi  dengan

integritas  dalam  kesatuan  tindakan   dalam   bekeba  dan  kesamaan  gerak  dalarn

bekeqa  ihi  belum  mcksimal,  ditambah  ]agi  adanya  kecenderungan  aparat  dalam

sbekelja  sering  muncul  perbedean  dan  penafsiran  dalam  melihat  suatu  kebijakan

akhimya akan menunjukkan bclum tercemin kompetensi dalam menyelenggarakan

sepenuhnya Toda pemeri ntahan secaTa t]ti]h

Berangkat dari pemyataan di atas lembaga pemerintahan kecanatan masih

ditgmukan beberapa kelemahan-ke]emahan dalam penyebaran pembangunan yang

tentunya dibutuhkan kesjapan dalam menjalankan berbagal aktivitas pembangunan,

yang  harus   dipahami  bahwa  aparat  Kecamatan  dalam  menjalankan  furl.gsinya
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dituntut iiiampu mer`.gkoordinasikan pe.rencanaan pembangunan agar kjranya dapat

seiring  akan  pelaksanaan  yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat.  Aparat  telah

lnengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerir]fah balk

pusat,   daerah  maupun  pihal{  Fr`ecamatan  dimana  didalamnya  terdapat  beberapa

kelemahari-kelemahan daiam penyelenggaraarmya termasuk kesadaran aparat  akan

pentingnya fungsi.

Berkaitan dengan usaha untuk mengsukseskan pembangunan nasi onal secara

umum   dan   pembangunan   Kecamatan,   Kelurahan   dan   Desa   secara   khusus,

diperiukaii     suatu    kcdasama    antara    masyaraktlt    yang    merupaka.n     obyek

pembangunan riiaupun pemerintah sebagai subyek pembangunan. tcrsebut.

Hal   ini   sejalan   dengan   kebijaksanaan   pemerintah   untuk   meningkatka.n

kesejahterann masyarakat secara menyeiunin secara adi] dan merata, dj mana salah

satu   falctor   pendukung   untuk   mencaoai   hal   tersebut   dinerlukan   suatu   Deran

koordinasi  Camat  secara  menyeluruh,  baik  yang  dimulai  dari  tingkat  nasional

(pusat) hingga ke tingkat Kecamatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pembangunan Kecanatam ini maka peran

serta keluarga,  masyarakat  dan pemerintah sangat.  dibutuhkan dalam pe]aksanaan

pembangunan  Kecamatan.   Untuk  itu  semua  pihak  utananya  pemerintah  perlu

berusaha   menciptalran    suasana   lin9kungan  .yang   kondusjf   dan   mendukung

terwujudnya tujuan pembangunan itu sendiri, temtana dalam melakukan keljasama

serta koordinasi yang balk antara instansi terkalt dengan masyarakat.
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Berdasarkan paparan di atas, maka melihat kcndisi yang ada di kecamatan

Waleurang Utara berkaitan dengan upaya pemerintah kecamatan utananya Camat

Walenrang     Utara         dalam    melaksanakan    pembangunan,    terutama     dalam

melaksanakan    ~program    dan    kebijaksanaan    pemerintah    Kat`apaten.    Hal    ilii

disebabkan  karena  di  daerah  kecamatan  Walearang  Utara  masih  banyak  terdapat

kekuran.gan-kekurangan   yang   sering   menghambat   pembangunan   yang   sangat

periting  untuk  mendapat  perhatian  serius  dari  pihak  pemerintah.  Hal  lain  yang

menjadi pengamatan penulis adalah penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah

K_ecarnatan,    sehi.Tigga   diangkat    suatu   perielitian    sederhana   dengan   judui    "

Koordinasi   I`emerintah   daerah   (Camat)   Dalam   Menunjang   Keberhasilan

Pembangunan Djl)aerah Kecamatan Walenrang Utara KabuE}aten Luwu.

8. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang  masalah  vang telah  diural-kan  di  atas.  masalah

yang menjadi fokus pene]itian ini adalah :

1.   Bagaimana penerapan  Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan

Waleurang Utara Kabupaten Luwu.

2.    Hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi  dan  solusinya  para  aparat  dalam

melaksanakan    penerapan   Koordinasi    aparat   pemerintah    pada   Kantor

Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
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C. Tujuan Peneljtian

Tujuan yang diharapkan tercapai dari pcnelitian ini, antara lain :

1.   TUTntuk   mengetahui   penerapan   fungsi   Koordinasi   aparat   pemerintah  pada

Kantor Kecamatan  Walenrari.g Utara Kabupaten Luwu.

2.    Untuk    mengetahui    Hambatan-hambatan    yang    dihadapi    aparat    dalam

penerapan  fungs  Koordinasi   apa.rat  pemerintah  pada  Kantor  Kecamatan

Waleurang Utara  Kabupateri  Luwu.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Terseienggaranya  penelitian   ter,tang  peneTapan   fungst   koordinasi   aparat

Pemerinta'n    padaKantor    Kecamatan    Walemang    Utara    Kabupaten    Luwu,

sesungguhnya dapat meln'oerikan berbagai manfaat antara la.in .

i.  Menjadi  infomasi  kepada  aparat  yang  bertugas  dan  kcwenangan  sedalam

pemberian     pcla.yanan pada masyarakat tentang manfaat penerapan fungsi

koordinasi  aparat  Pemerintah  pada  Kantor  Kecamatan  Walenrang  Utara

Kabupaten   LuVIj,   dan   dijadikan   bahan   cvaluasi   atas   apa   yang   telah

dilakukan.

2.   Menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berkewenangan

menentukan kebijakan, dan dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya

tentang   penerapan   fungsi   koordinasi   Pemerintah   aparat   pada   K_antor

Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A.  Konsep Peran

Secara Estimologis kata peran artinya : pemain sandiwara, tukang la`,Irak. Kata

"Peran" biasanya diberi akhil.an "an" maka menjadi "peranan" yang artinya sesuatu

yang memegang pimpinan terutama atau karena hal  atau peristiwa, Poerwadarminta

W.I.S (i993:735). Dengan dciriikian kata "peran.' berarti sesuatu `oeri.i.pa orang, benda

atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau perlstiwa. Jack C.

Plano  (1994:  20),  mengemukakan  bahwa  peranan  atau  "Role  :  yaltu  seperangkat

perilaku yang diharapkan dari seseorang yap.g menduduki posisi tertentu dalan suatu

kelompok sosial.

8. Pengertian Koordinasi

Koordinasi  sebagai  pencapaian  usaha kelompok  secara teratur dan kesatuan

tindakan  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Terkait  dengan  hal-hal  tersebut  sebagai

upaya  untuk  menserasfkan  tugas  beTsama;  tugas  't.agian-bagjan,  g[]na  mewi.]ji.]dkan_

tujuan keselurulan.  Dari  pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur

koordinasi yaitu sebagai berikut :
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a.    Koordinasi mengandung arti  sebagai siJatu proses atau kegiatan secara terus-

menerus tidak pemah berhenti.

b.    Mengandung  upa-ya atau kegiatan  untuk  menyerahkan,  menve]araskan   atau

mensikronisasf kan   unit-unit   atau   bagian   atau   tindakan   di   dalam   suatu

organisasi.

c.    Koordinasi  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif

dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan seita tumpang tindih.

Berdasarkan ketentuan tersebut,  menunjukkan bahwa  perhatian  yang  sangat

besar  dar£  Koordinflsi  Pem'r)angunaT_`_  Daerah  ter'nadap  upaya  untuk  menyeiesaikan.

tugas   dan   tujuan   keselunihaffi   sebagaimana   yar_`_g   tertuang   dalam   unLsur-unsur

koordinasi, dipandang sangat pen€ing dalam mewujudkan pembangunan daerah yang

dilaksanakan  alas  dasar perencanaan  dengan  per.kataan lain,  keberadaan  koordinasi

pembangunan  Daerah  merupakan  wijud  untuk  pencapaian  usaha  kelompok  secara

tei-atur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut  Soewarno Handayaningrat,  mengatakan bahwa  :  koordinasi  adalah

usaha menyatukan kegiatan-ketratan dari satuan kerj a (unit-unit) organisasi, sehingga

organisasi  bergerak  sebagai  kesatuan yang bulat  guna melaksanakan  selumh  tugas

organisasi  untuk  mencaDai  tuiuannva.  Dan  beliau  lebih  laniut  mengatakan  bat-iwa.J1,

koordinasi  dan  hubungan  keria  adalah  dua  pengertian  yang  saling  kait-mengait,

karena koordinasi hanya.dapat di.capai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan

kelja  yang  efektif.  Hubungan  keria  adalah  bentuk  komunikasi  czc77#j#7.6'trcr/7/ yang
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meinbantu  tercapainya  koordinasi   (hubungan  kerja)   ialali  tercapainya  koordinasi

dengan cara yang berhasil dan berdaya gima (efektif dan efisien).

Darn   pengertian  koordinasi   dan  hubungan  kelja  tersebut  diatas,   dapatlah

diketahui  betapa  besamya  peranan  koordinasi  dalair.  melaksai-iakari  Pemerintahan,

yaitu  agar tercapainya  kesatuan  tip.dakan antara  unit-unit darj  organisasi  yang satu

dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapal secara berdaya guna dan

berhas].I  guna  Apab±!a dianalisa lebih lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat

dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu, yaitu sebagai berikut :

a.    Tanggung jawab koordinasi berada prida pimpinan

Oleh karena ilu koordinasi  adalah wewenang dart. tanggung-jav,Tab dari  pada.

pimpina_n.  Dikatakan  pimpinar`.  yang  berhasil  apabila meiakukan  koordinasi

dengan baik.

b.    Koordinasi adalali suatu usaha kerjasama

Hal    ini    disebabkan    kalena    keja    sama    merupakan    syarat    mutlak

terselenggaranya koordinasi sebalk-baiknya.

c.    Koordinasi adalah proses yang terus-menerus

Artinya   suatu   proses   yang   bersifat    berkesinanbungan   dalanl   rangka

tercaDalnva tujuan OT.9ani sasi.
L~,,

d.   Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur

Hal ini  disebabkan  karena koordinasi  adalah kopsep yang diterapkan dalam

kelompok,  bukan  terhadap  usaha  individu  tetapi  sejumlah  individu  yang

berkeri asama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
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e.    Konsep Kesatuan tindakan

Kesatuan  tindakan  adalah  inti  dari  pada  koordinasi.  Hal  ihi  berarti  bahwa

pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindckan dari pada setiap

kegiatan  indivjdu  sehingga  diperoleh  adanya  kescrasian  dida]am  mcncapai

hasii bersama.

Dengan  adanya  koordinasi   pembangunan  tersebut  diatas,  maka  rencana-

rencana pembangunan yang diusulkan tadi  diharapka._n_ dapat terlaksana dengan baik

serta  mengandung  nilai  yzing  objektif,  dengan  demikian  diperoleh  suatu  rencana

pembangunan   Daera'n   yang   terarah;   terpadu   sesuai   dengan   pola   pembzingunan

Daerah.

Searali dengan hal diatas, oleh Mooney ar`_d Rejly yang dikutip oleh Suwamo

Handayadin].ngrat mendefehisikan koordinasi sebagal berikut :

"Coordination as  the achievement of orderly group effort, and unity of action

in  the  pursuitnof  a  common  pupose  koordinasi  sebagai  pencapaian  usaha

kelompok    secara   tcratur   kesatunn   t].ndakan   didalam   mencapai   tujunn

bersama".

Jadi  makna  defehisi  di  atas  menunjukkan  usaha  penyesuaian  lan9kah  dari

berbagal  fungsj.  sehjngca  efisiensi  1)encanajan  tuiuan  darmt  di.canai   Dalam  bjdanQ
JL                       JL                                  J                                 i                                  I

pemerintahan dan pembangunan, pelcksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi

dalam    kesatuan    tindakan    yang    serasi,    seirama,    selaras    sama    lain    dalam

penyel enggaraan Pemerintah dan pembangunan.
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Koordinasi  mempakan  usaha  yang  mengarahkan  dan  menyatakan  kegiatan

dari  satuan  kerja,  sehingga  segala  aktivitas  'uergerak  sebagai  kesatuan  yang  bulat

untuk   mencapai    tujuan.    Maka   jelas   bariwa    koordinasi    mengandung   adanya

keterpadunn  dan  dilakukan  secara  serasi  dan  simu]tan  dari  seluruh  tindakan  yang

dilakukan.

Untuk merliperielas ani dan pengertian darj koordinasi itu sendiri dibawah ini

akan penulis kemukakan beberapa pendapat ahli. Menurut Henry Fayol yang dikutip

oleh Sutarto bahwa :

"Mengkoordinasikan  'DeTarti  mengikat  bersama,  menyatukan  in_euselaras'Kan

semua   kegiatan   dan   usaha.   Kemudian   menurut   -Llarold   Koon_ta   &   C}Til

O'Donnel    dalam   bukunya   yang   sama   dikatakan   bahwa   "Koordinasi;

pencapaian  keselarasan  usaha  individu  dalam  usaha  mencapai  tuj-iLan  serta

sasaran kelompok".

Pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh G.R.Terry bahwa:

"Koordinasi    adalah    sinkronisasi    yang    teratur    dari    usaha-usaha    untuk

menciptakan kepantasan kunntitas, waktu dan pengarahan pelcksanaan yang

menghasilkan  keselarasan  dan  kesatunn  tindakan  untuk  tujunn  yang  telah

ditetapkan".

Dari berbagai  intisari  tentang koordinasi  seperti  tersebut di  atas  sebenarnya

dapat  dipakal  istilah  yaltu  keselarasan.  Balk  kesatuan  tindakan,  kesatuan  usaha,

penyesunian    antar   bagian,    keseinbanga    antar    bagian    maupun    sinkrohisasi

kesemuanya -bersasaran keselarasan.



=f,.-t]`j.`-   : .------ ::.i.::;/

-`-_     -

Selanjutnya  oleh  Suwar.n+o  Handayaningrat   menekankan  betapa  pentingny;`r 'i: -`_i=i:±i'!
``.`-.----

peranan  koordinasi  dalam  pembangunan.  Apabila  fungsi  kourdinasi  itu  dikajtkan

dengan  fungsi  pimpinan  maka  ia  akan  mencakup  wa'wasaj-i  yang  lebih  luas  lagi,

koordir.asi   dalarri   kepemimpinan   administrasi   akan   mencakup   aktifitas   seorang

pimpinan   dalam   mempengaruhi   perilaku   orang   idin   da]am   organisasi.    Akan

menyangkut   kemampuan   dalam   mei-igambii   .keputusan   dan   perunriusan   dalan

pemecahan masalah yang manusiawi dengaii meninalcatkan keterpaduan dengan unit

kerja lainnya. Adapun pengeriian koordinasi menunt beliau ialah :

"Koordinasi   iaiah   kousep   dasar   kedua   disamping   :L'L3pemjmpinan

(leadership).    Sebab    koordinasi    dan    kepemimpinan    adalah    ti:dak    bisa

dipisahkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif

adalah  menjalin  koordinasi  yang  baik,  sebab  pemimpin  berperan  sebagai

coordinator".

Apabjla ditelusuri lebih mcndalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat

koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya.

a.    Kesamaan gerak dan langkah dalam pe]aksanaan kegiatan pembangunan, hal

ini merupakan inti koordinasi.

b.   Mencegah teriadinya perbedaan  dan penafsiran  dalam  pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

c.   Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan

yang bersifat li.ntas sektoral dan multi dimensional dari setiap keedatan.

Dari uralan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan koordinasi bagi

seorang   pimpinan   terutana    dalam    hal   menciptakana   asas    keselarasan    dan
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keseimbangan  dalam  me`,I,n:judkan  tujuan  secara  berdaya  guna  dan  berhasjl  guna.

Betapa pentingnya fungsi koordinasi dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah

termasuk daerah pedesaan dapat dikemukakali sebagai berikut :

a.    Koordinasi    yang   balk   mem.L)a`,`,'a   dampak   positif   terhadap   peiiingkata.n

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b.   Koordinasi  yang efektif memberikan  kontribusi  yang balk  guna tercapainya

tugas-tugas yang bersifat khusus dan spesifik.

c.    Mela]ui   koord;nasi   yang   balk   akan   merupakan   suatu   alat   ukur   bagi

keberhasiian terutama inenyangkut hal-.nat yang bersifat mufti dimensiona,1.

1. Pengertian Pemeriiitahan Kecamatan

Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kecamatan  memerlukan  adanya  seorang

Pcmimpili.  yang  selalu  manpu  untuk  menggerakkan  bawaharmya  agar  dapat

melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  berpartisjpasi  dalam  kegiatan

Pemerintahan, pem'oangunan dan kem       asyarakatan secara berdaya       guna clan

berhasil    guna.    Keberhasilan    pembangunan    akan    terlihat    dari    tingginya

produktivitas, penduduk makmur dan sejchterah secara merata (Budiman,1995 :4).

Kecamatan  merupakan  line  office  dari  Pemerintah  Daerah  yang  berhadapan

langsung  dengan  masyarakat  dan  memnunval  tugas  membina  T)esa/Kelurahan\J

Kecamatan  merupakan  sebuah  orgahisasi  yang  hidup  dan  melayani  kehidupan

masyarakat.
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Dalam    menjalankan   tiigas-tugas   pemerintahan   perangkat   Kecamatan

melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  seperti penyelenggaraan pemerintahan,

pembang`man     kemasyarakatan    termasuk    didalamnya    melaksanakan    tugas

pelayap.an serta Tugas dan fungsi Kef,ainatan adalah sebagai bcriL"t :

A.  Camat

Camat     mempunyai     tngas     pokok     melaksanakan     kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Camat dalam menja.Iankan tugas

dan kcwajiban dibantu c`leh seorang Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan

Staf.  Untuk  menyeienggarakan  tugas  tentang Rincian  Tugas  Pokok,  Fimgsi

dan Tata Kerja Kecamatan.

Adapun Fungsi Camat sebagai belikut :

a.   Pengkoordinasian kegjatari pemberdayaan masyarakat.

b.   Pengkoordinasian   upaya   penyelenggaraan   ketentraman   da.n.   ketertiban

urnum.

c.   Pengkoordinasian    penerapan    dan    penegakan    peraturan    perundang-

undangan.

d.   Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilhas pelayanan umum.

e.    PenckooT.djnasian     nenvelenpgaraan kerriatat` Pemerintz]han     di     tjnohat+,                                          L       J  `          ,JC,                  _ _ ----------------- _ ---------------

Kecamatan.

f.    Pelaksanaan kegiatan pembinaan id.eologi Negara dan Kesatuan Bangsa.

9.   Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan.
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h.    Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil

melic;ngah.

i.    Pelaksanaari tugas-tugas pemerintahan unum,keagrariaan       dan       dalam

kependudukan.

j.    Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan     dalam     pen.gembangaii

partisipasi masyarakat.

k.   Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

I.    Pengkoordinasian  penyelenggaraan  tugas  Instansi  Pemeriniahan  lainnya

yang berada d± Wilaya'rmya.

in   Pelaksanaan pelayanai-I masyarakat yang ir.enjadi ruang lingkup tugasnya

dan/   atau   yang   beium   dapat   dilaksanakan   Pemerintahan   Desa   atau

Kelunhan.

n.    Pelaksanaan peri} us].1.nan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan

dan/atau rumah tangga Kecamatan.

o.   Pelaksanaan  tugas  lain yang  diberikan  oleh  Bupati  sesual  dengan  tugas

dan fungsinya.

8.   Sekretaris Kecamatan

Rincian  tugas  Dokok.  fungsi  dan  Tata  keria  Kecamatan    Sekretari.s\               I            ,,                                            J

mempunyal tugas untuk meiaksanakan penyusunan rencana,       pengendalian,

evalunsi pe]aksanaan tugas seksi-seksi , pelaksanaan urusan penelitian         dan

pengembangan  kebijckan  program,  pembinaan  admihistrasi  dan  pemberian

pelayanan    teknis    dan    admihistrasi    di    bidang    umum,    Kepegawaian,
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perencanaan    pembangunan    di    segala    bidang        dan    keuangan    kepada

semua unsur dalam lingkungan satuan olganisasi      Kecamatan      Walenrang

LTtara.   Untuk   melaksanakaii   tugasnya   Sekretaris   memi]iki   fungsi.   Fungsi

tersebut adalah sebagai berikl_]t:

a.    Pelaksanaan   koordinasi penyusurian   pendataan   rencana   dan   program

kegiatan, pelaporan serta pembinaan orgarisasi dan tata laksana

b.   Pelaksanaan pengelolaan administrasi keunngan.

c.    Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

d.   Peiaksanaan   urusan   siLrat   menyurat,   kearsipan,   perpustakaan,   usmah

tangga dan perlengkapan.

e.   Penyusunan  rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-

seksi.

f.    Pelaksanaan     perencanaan kegiatan     pelayanan kepada     masyarakat di

Kecamatan.

9.   Pe]aksanaan         percepatan pencapalan standar pelayanan minimal         di

Wilayahnya.

h.   Pembinaan   dan   pengawasan terhadap   pelaksanaan   pelayanan   kepada

mavarakat diKecamatan.

i.    Koordinasi  dengan  satuan  keja  perangkat  daerah  atau  instansi  vertikal

yang tugasdan  fungsinya di bidang pemeliharaan Prasarana dan fasilitas

pelayanan unun.



j.    Koordinasi    dengan   pihak    swasta   dalam    pelaksanaan   pemeliharaan

Prasarana dan fasilitas pelayanan Umum.

k.   Pelaporan  pelaksanaan  pemel±haraan  Prasarana  dan  fas;1itas  pelayanan

umum di Wila`yah KecarrLatan,

1.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada B-apati.

in.  Pelaksanaan  tugas   lain  yang  diberikan  oleh  Camat  sesuai  tugas   dan

fungsinya.

C.  Seksi Tata Pemerintah

Rincian   Tugas   Pokok,   Fi`mgsj   dan   Tata   Keba   Kccamatan,   Tata

Pcmerintahan   Kecam.atan    rriempunyai    tugas    urrfuk    melakukar.    urusan

Pemerintahan    dan    pembinaan    Pemerintahan    Desa/Kelurahan.     Untuk

menjalankan  tugasnya  seksi  tata  PemerintaharL  ri-iemiliki  fungsi yarig  sesLTai

dengan  ketentuan  yang  ada.Fungsi  seksi  tata  pemerintahan  adalah  sebagai

berikut :

a.   Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan    program kegiatan

bidang Pemerintahan.

b.   Penyusunan program, pembinaan, penyel€mggaraan  pemerintahan  desa  /

kelurahan.

c.    Fasilitasi  pelaksanaan  tugas-tugas  di  bidang  keagrariaan  sesuai  dengan

ketentuan peraturap` perundang-undangan yang berlaku.

d.   Pelayanan pembuntan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK).
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e.    Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang

bersumber dari Wilayah kerjanya.

f.    Pelaksainaan   Kooi.djnasi   dengan   satuan   kerja   pelangkat   daerah   dan

Instansi vertikal di bf clang penyelenggaraan kegiatan Pemeri.n.tahan.

9.   Pe!aksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat   Daerah   dan   instansi   vertikal   di   bidang   penyelenggaraan

ke,giatan Pemeri ntahan.

h.   Pelaksanaan     evaluasi     dan     pelaporan     penyelenggaraan     kegialan

pemerinta'nan Desa/Kelun-ahan di tingkat Kecamatan.

i.    Penyelenggaraan   kegiatan   pcmerintahan   Desa/   Kelurahan   di   tingkat

Kecamata_n_

j.    Penyusunan program,penyelenggaraan,          pembinaan serta inventarisasi

sumbersunnber pandapatan dan kekayaan Desa/Keluralian.

k.   Pelaksanaan     pembinaan     dan    pengawasaii,     pemberian     binbingan,

supervisi,    fasilitasi    dan    konsultasi    pelaksanaan   tertib    administrasi

Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

1.    Admihistrasi Desa atau Kelurahan ;

in.  Pembinaan dan oengawasan terhadan Kenala Desa atau Kelurahan beserta1          t,                                                   1              I

perangkat Desa atau Kelurahan.

n.   Pelaksanaan   evaluasi   penyelenggaraan   tata   pelperintahan   Desa   atau

Kelurahan di tingkat Kecanatan. Dan
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I,.

o.    Pelaksanaan  tugas   lam  yang  diberikan  oleh  Camat   sesuai   tugas   dan

t`ungsinya.

D.   Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Rincian   Tugas   Pokok,   Fungsi   dan   Tata   Kerja   Kecamatan,   seksi

pemberdayaan   masyarakat   mempunyai   tugas   untck   mengkoordinasikan

perencanaan,   pe]aksanaan,   monitoring,   evaluasi   dan  pelaporan  di   bidang

pemberdayaan IIiasyarakat. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a.    Penyiapan   bahan   penyusunan   rencan_a   dari   program   kegiatan   bidang

pem'Derdayaan masyarakat.

b.    Kcordf ri_cLsi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

c.    Pelaksanaan  monitoring,   evaluasi   dan  pe±apoi-an  pelaksanaan  kegiatan

bidang pemberdayaan masyarakat.

d.    Kcioirdinasi dan ±`asilitasi pelaksanaan           musyawarah            perencanaan

pembangunan lingkup Kecamatan.

e.   Peningkatan    pardsipasi    masyarakat    dan    pihak-pihak    lain    untuk

meningkatkan kesej a.h.teraan masyarakat.

f.    Pelaksanaan   pembinaan   dan   pengawasan   terhadap   keseluruhan   unit

kerjabal.kpemer!.ntah maupun      Swasta      yang me,mnunvaj nTriQmam keTjaI          ,          L         tJ

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keri a Kecamatan.

9.   Pelaksanaan   evaluasi   terhadap   berbagai   kedatan   penfroerdayaar.   dan

pembangunan  masyarakat  di  Wilayah  Kecamatan  balk  yang  dilakukan

oleh unit keja Pemerintah maupun swasta.
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h.   Koordinasi pembinaan lingkungan hjdup, pertaman, petemakan, perikanan

kelautan,    perekonomiaLn    masyarakat    Desa/Kelurahan,    pi.oduksi    dan

distribusi serta koperasj dan -usaha kecil menengah.

i.     Penylapan 1`iahan  pelaporan  pelaksanaan tugas  pen,berciayaan  masyarakat

di wilayah kerjanya.

j.    Pelcksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaarHnasyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dan

k.   Pelaksanaan  tugas   lain  yang  diberikan  oleh   Cama.i   sesuai  tugas   dan

fungsiny„.

E.   Seksi Kesejahteraan Sosial

Rincian   Tugas   Pokok,   Fungsi   dan   Tata  Kelja  Kecamatan,   seksi

kesejahteraan sosia] melnprHryai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan

rencana  dan  program  serta  melaksantihalti.  pembjnaan  kesejahteraan  sosial

yaltu :

a.   Penyiapan  bahan   penyusunan   rencanzi  dan   program   kegiatan   bidang

kesejahteraan sosial.

b.   Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan

sosial, pelayanan dan hantuan sosjal, peranart_ wa,nita, ke±ua.rgr. be.re_n_c,a.a_a,,

pembinaan kepemudaan olah raga dan kcsehatan.

c.   Koordinasi  dan  fasilitasi  pemeliharann  dan  pengembangan  kehidupan

masyarakat di bidang Sosial  Budaya,  Agama dan kepercayaan terhadap

Tichan Yang Maha Esa.
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d.   Penanganan bencana alam dan bencana Sosial.

e.    Pelaksaman   evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan   tugas   kesejahteraan

sosial di Wilayah kerjanya.

f.    Pelaksanaari   tugas   lain  yang   dibeiikan   oleh   Camat   sesuai   tugas   dan

fungsinya.

2. Desa dan Kelurahan.

Desa  dan  Kelurahan  adalah  Wilayah  Pemerintahan  Kecamatan  sebagai

Lembaga  koordinasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  pembangunan  dengan

segaia kemampuan akan seianjutnya tergantung afas kemampunn aparat membina

dan   mengembangkan   suatu   admihistra.si   yang   memecahkan   masalah-masalah.

daiam pembangunan Desa dan Kelurahan dalam rangka meiningkatkan kehidupan

masyarakat,   oleh  karena  itu  dalam  perkembangan  adr-iiihistrasi   pemerintahan

merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh selunin aparatur Pemeiiritah

terhadap   pembangunan,    termasck    pembangunan    di    daerah    pedesaan    dan

Kelurahan kearah pehingkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batiii,

materi maupun spiritual.

0leh   Bintaro    Tjokroamidjojo,    dkk    mengungkapkan    bahwa    proses

oembarimnan_ sebenamva :

"adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi

suatu  proses...yang  dapat  bergerak  maju  atas  kekuatan  sendiri  (self  sustening

proces) tergantung kepada manusia dan struktur sosial"
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LTntuk   mengadakan   perubahan   sosial   budaya   masyarakat,   maka   sudah

menjadi   kewajiban  selurwh  aparatiil   Pemerintah  dan  masyarakat  sendii-1   untuk

menciptakan dan memperluas serta I nelaksanakan program-program pembangunan

nasional yang diselenggarakan termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh

aparat  Pemerintah  Desa  dziii  Kelurahari.   Dengan  demikian  maka  harus  mutlak

melaksanakari     admiulstrasi     pemerintahan     dalan     menunjang     keberhasilan

pembangunan Desa dan Kelurahan.

C.  Kczisep Camat

Menurut   Bayu   SuryaningTat   (1981)   Camat   adalah   seseorang   yang

mengepalaj  dan  membina  suatu  Wilayah  yang  biasanya  terdiri  dari  beberapa

Desa  atau  Kelurahan.  Cama[ juga  seorang  eksekiitif yaitu  seorang  pelaksana

tugas   pemerintahan,   seperti   salah   satu  tugas   dan   fungsinya   sebagai   kepala

Wilayah  Kecamatan  yaitu  pengendalian  pembangunan.   Di   saimping  itu  juga

Camat  menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Iiidonesia  No.   19  tahun  2008

tentan.g Kecamatan dalam  menyebutkan bahwa :

1.   Kecamatan  dibentuk  di  Wilayah  Kabupaten/Kota  dengan  Perda  berpedoman

Dada Peraturan Pemerintah.

2.   Kecamatan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (I)  dipimpin  oleh  Camat  yang

dalan   peiaksanaan   tugasnya   memperoleh   pelimpahan   sebagian   wewenang

Bupati atau Walikota untuk menangahi sebagian urmsan otonomi Daerch.
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3.    Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (`2) Camat juga menyelenggarakan

tugas umum pemerintah meliputi :

a)   Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakal;

b)   Mer.gkoordir.asikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c)   Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundai-ig-undangan ;

d)   Mengkoordinasikan pemehharaan prasalana dan fasilitas pelayanan umum;

e)    Mengkoordinasikan     penyelenggaraan     kegiatan     pemerintah     di     tingkat

Kecamatan;

f/   Mc;m'Dina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/'atau Kciurahan.

g)   Melaksanckan  pelayanan  masyarakat  yang  menjadi   ruang  lingklip  tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

4.   Kepala   Kecamatan   sebagalmana   dinaksud   pada   ayat   `'2)   diangkat   oleh

Bupati/Walikota  atau  usul   Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  dari  Pegawai

Negeri  Sipil  yang menguasai  pengetahuan  teknis  pemerintahan  dan  memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5.   Caniat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada

ayat  (2)  dan  (3)  dibantu  oleh  perangkat  Kecamatan  dan  bertanggung jawab

kepada Bupati/Wal ikota melalui sekretari s Daerali Kahupaten atau Kota;

6.   Peran8kat Kecamatan sebagaimana dimcksud pada ayat (5) bertanggung jawab

kepada Carat;
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7.    Pelaksanaan ketentuan  sebagaim.ana dimaksud pada ayat (2),  ayat {4),  ayat (5),

dan   ayat   (6)   ditetapkan   dengan   peraturan   Bupati   atau   Walikota   dengan

berpedoman.

D. Konsep Pembangunan

Penge.1ian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untck

diperdebatkan_. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan

pemhangunan.   Sejauh  ini   serangkaian  pemikjran  tentang  pembangrinan  telah

berkem'oang,    mulai    dari    perspekljf   sosioiogi    kiasik,    pandangan    marksis,

modemisasi  dan  lain-laln.  Pcmbangunan  dapat  di  artikan  sebagai  suatu  upaya

terkoordjnasi  untuk menciptakan altematif yang lebih banyak secara sah kepada

setiap  warga  Negara  untuk  memenuhi  dan  mencapai  aspirasinya  yang  paling

manusiawi.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utan-ia yang perlu

diketahui dalam pembangunan yaitu:

1.   Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah.

2.    Terciptanya  altematif yang lebih banyak  secara sah.  Hal  jni  dapat diartikan

bahwa   oembanmnan   hendaknva   bertirientaqi   kepada   beragaman   dalam

seluruh aspek kehidupan.

3.   Mencapai  aspi.rasi yang palirig manusiawi,  yapg berarti  pembangunan harus

berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan

etika umat. (Nugroho dan Danuri 2004:9).
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Pembangunan     merupakan     suatu     keg]iatan     pembar`.gunan     yang

dilakukan  secara   sistcmatis   dengan  melibatkali  seiniia  elemen  masyarakat

dilaksanakan    secara    terpadu     untuk    mencapai    tujuan    dalam    rangka

kemakmuran  masyarakat.  Pembangunan  merupakan  suatu  proses  perubar[ar,

taraf hidup, dari yang kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih mampu.

Setiap organisasi apapun bentuk dan tujunrmya senantiasa berupaya mengejar

suatu     tingkat     efektifltas      dalam     menyelenggarakan      misinya.      Jika

penyelenggaraaTi     pemerintahan    didekati     melalui     perierapan    teori-teori

organisas±,  maka  dengan  sendirinya  tak  dapat  disangkal  'Dahwa  efektifitas

me"pakan   suatu   prinsip   yang   harus    dianut   disamping   efisiensi    dan

rasionalitas.  Sebagal  organisasi  modeTli,  pemerintahan  Wilayah  Kecamatari

Waleurang  Utara  juga  mengajar  tin8kat  efekt±fitas  yang  sebaik  mungkin

d.alam  penyelenggaraan  pemerintahannya,  karena  tingkat  e±ektifitas  itulah

yang   menentukan   tingkat   pencapaian   tujuan   yang   iligin   dicapai   dalam

penyel enggaraan pemerintahannya,

E. Konsep Kecamatan

Wilavah    Kecamatan    memDunvai    batas-batas    tertentu.    Wilavah    ini

ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang

mempunyai   orgahisasi   pemerintahan   dibawah   Kabupaten   yang   tidak  berhak  . _, I

menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri.  Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004

Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 :
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1.    Kecamatan  dibentuk  di  Wilayah  Kabupaten/Kota  dengan Perda berpedom;n

pada peraturan pei lierintah.

2.    Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu)  dipimpin  oleh  Camat

yang    da]am    pelaksanaan    tugasnya    memperoleh    pelimpahan    sebagjan

wewenarig  Bupati  atau  Walikota  untuk  menangani  sebagian  .dirusan  Otonmi

Daerah.

F.    Peran camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
Pemerintah Desa

Pembangunan   rLasional    irierupakan    perwujudzin   tujuan   iiasional    bangsa

Indonesia pada inlinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adii dan makmur

yang  merata  balk  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-

undang Dasar  1945.  Pembangunan nasional yang dilaksanahan pada hakekatnya

in+ericakup semiua aspek kehidup-ar± rr±` apLusj a yaLn*g dilakulka!i sccara terarah, terpade

dan berkesinambungan serta menyelumh keselun]h pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional  sesuai  dengan  sasaran,  maka pelaksanaannya dapat

diarahkan     kepada     daerah     I_)ntuk     mengatur     dan     mengurus     kegiatan

pembangunannya  sendiri.  Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional mencakup seluruh seed kehidupan masyarakat, sudah

barang  tentu memerlukan  pengorganisasian  pemerintah  yang mampu mengikuti

perkembangan    jaman.     Pelcksanaan    pembangunan    yang    difujukan    demi
---- k-e-makmuran rakyat rersebut, penyelenggaraairmya dilckukan menyeluruh sampal
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ke pe]osok daerah sesual dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain

bahwa  negara  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kt:pada  daerah  untuk

menyelenggarakan otonomj.

a.    Dalan-I gerak pelaksanaamya sejak dikeluarkar`.nya Undang-undang Nomor 22

Tahun   1999   tentang  Pemerintahan  Daelali.   Kemudjan   sekarang   undang-

undang tersebut te]ah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah,  i-iiaha penyelenggaraan otonomi  daerah yang

sesuai  dengan Undang-Undang tersebut da]am substansinya juga mengalami

perubahan, nan-iun pada esensinya teJLdp menggunakan prinsip otonomi seiuas-

1uasnya  dalam  arti  daerah.  diberikan  kewenangan  menguns  dan  !iiengatur

semua  i!nsur  pemerintahan  di  luar yang  merijadi  urusan  Pemerintah  Pusat,

Daerah  memiliki  kewenarigan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi

pelayanan,  pehingkatan peran  serta,  prakarsa dan pemberdayaari masyarakat

yang bertuj uan pada peningkatan kesej ahteraan rakyat.  Sejalan dengan prinsip

tersebut  dilaksanakan  pula  prinsjp  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung

jawab.

b.   Implementasi   kebijakan   otonomi   daerali   tersebut   mendorong   teriadinya

oerubahan   secara   struktural.   fungsional   dan   kultural   dalam   keseluru_ham-
tatanan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Salah  satu  perubahan  yang

. sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas

dan fungsi Camat.
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c.    Pembahan   paradigmatik   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   tersebut,

lnengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung

pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dart Bupati/Wail.kota

urLtuk   menangani   scbagiaii   'unsan   otc.r`,omi   daerah   dan   penyelenggaraan

pemerintakan    umum,    yang    mempunyai    implikasi    langsung    terhadap

optimalisasi  peran  dan  kinerja  Camat  dalam  upaya  pemen`chan  pelayanan

kepada masyarakat.

d.   Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Kecai-iiatan  tidak  ]agi  merupakan  safuan  wi±ayin  kekuasaan  pemerintahan,

melalnkan scbagai satuan wilayah_ kerja atau pelayanan.  Status kecamatan kini

merupakan  perangkat  daerah  kabupaten;"Kota  yang  setara  dengan  dinas  dan

lembaga  teknis  daerah  bahkan  kelurahan,  hal  ini  dinyatakan  dengan jelas

dalam  Pasal  12(J  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  yakni,  "Perangkat

daerah kabupaten/kota terdiri atas sekre[ariar daerah` sekretariat DPRD, dinas

daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".

e.    Sejalan dengan itu, Camat tjdak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan

Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor

5  tchun  1974.  melainkan  sebagai  neTanckat  daerah.  Senerti  vane  djkatakan
1,             JL                      ,,,,             I,

oleh  Prof.  Koeswara  Kertapradja,  Camat  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai

kepala   wilayah.   kecamatan   dan`. sebagai   alat   pemerintah   pusat   dalam

menjalankan    tugas-tugas    dekousentrasi,    namun    telah    beralih   menjadi

peran9kat daerah yang hanya memiliki sebatlan kewenangan otonomi daerch
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dan    penyelengaraan    tugas-tugas    umum    pemerintahan    dalam    wilayah

kecamatan.   Sedangkan  dalam  Pasal   126  ayat  (3)  huruf  a  Undang-undang

Nomor   32   Tahun   2004,   Camat   memiliki   kewenangan   untuk   membina

penyelenggaraan    pemerintahan    desa.    Yang    dimaksud    iriembina    dalam

ketentuan  ini  adalah  dalam  bentuk  fasiiitasi  pembuatan  peraturan  desa  dan

tcrwuj udrya adininjstrasi tata pemeritahan yang baik.

G. PembiTiaan dan pengawasan Pemerintah Desa

PerrLerilita'n  kecamatan  merupakan  tingkat  pemerjlitahan  yang  mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal  ini -yang

kemudian  menjadikan  Camat  sebagai  ujung  tombak  dalam  pe!aksanaan  tugas-

tugas umum pemerintahan serta sebagiari urusan otonomi yang dilimpahkan oleh

Bupati/  Waiikota  untuk  dilaksanakan  dalam  wilayalh.  kecamatan.  Namun,  tugas

tersebut  tidak  dengan  serta  merta  memposisikari  Camat  sebagai  kepala  wiiayah

seperti pada waktu lalu.

Camat berked-udukan dibawah dan bertanggungj awab kepada Bupati/Walikota

melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh

Canal, meiiputi

a.  Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentfaman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
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d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e.     Mengoordinasikan     pen}.elenggaraan     kegiatan    pemerintahan    di     tingkat

kecaHiatan:

f` Membina penye]enggaraan pemerir\^tahan desa dan/atau kelurahar`, dari;

9.  Melaksariakan  pelayanan  masyarakat  yang  inenjadj  ruang  lingkup  tugasnya

dan/atau yang belum dapat djlaksariakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain     melaksanakan     tugas-tugas     umum     pemerintahan     Camat    juga

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleli pemerintahan di

atasnya  untuk  men.angani  sebzigia.r\  urusan  otonumi  daerah,  yang meiiputi  aspek

Perizinan; rekomendesi, kriordinasl, pembinaan, pengawasan, fasi.litasj, penetapar_`,

penyelenggaraan,   kewenangan   lain   yang   dilimpahkan.   Pelimpahan   sebagian

wew-enang    ini    di]akuk-an    berdasarkan    kriteria    ektemalitas    dan    efisiensi.

Ekstemali'tas    yang    dimaksud    adalah    adalah    kriteria    pelimpahan    urusan

pemerintahan  dengan  memperhatikan  danpak  yang  timbul  sebagai  akibat  dari

penyelenggaraan  suatu uiusan  pemerintahan.  Apabiia dampck yang  ditimbulkan

bersifat   internal    kecamatan,    maka   unisan   pemerintahan   tersebut   menjadi

kewenangan  camat.  Sedangkan  yang  dimcksud  dengan  efisiensi  adalah  kriteria

pehmpahan uusan pemerintahan dengan mempeThatikan dave pi]iia tertinggi. vangJ+,.,,,,,+,

dapat   diperoleh   dari   penyelenggaraan   suatu   urusan   pemerintahan   dilingkup

kecamatan.   Apabila   urusan   pemerintahan   lebih  berdayaguna   ditangani   oleh

kecamatan, maka urusan tersebut menj adi kewenangan camat
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Sedangkari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 98 ayat (2) dan Pasal  102, mengisyalatkan bahwa Camat wajib membina dan

mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasj penyusunan perat`Lir-an desa dan peraturan kepala desa;

2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. Memfasilitasi pei-igelulaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

4.  Memfasilitasi  pelaksanann  urusan  otonomi  daerah  Kabupaten/K(tta  yang

diserahkan kepada desa;

5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan pet-undangundangan;

6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

7. Memfasilitasi upaya penyeleriggaraali_ ketentraman dan ketertiban umuni;

8.Memfasilitasi     pelaksanann     tugas,     fungsi,     da.n_     kewajiban     lembaga

kemasyarakatan;

9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

10.  Memfasilitasi  keriasana  antar  desa  dan  kerjasama  desa  dengan  pihak

ketiga;

11. Memfasi]hasi oelaksanaan nemberdavaan rl-iasvarakat desa:
J|,

12.Memfasilitasi   kejasama   antar  lembaga  kemasyarakatan   dan   keriasama

lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

13.Memfasilitasi    bantuan    tekhis    dan    pendampingan    kepada    lembaga

kemasyarakatan; dan
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14.Memfasilitasi   koordinasi   imit  kerja  pemerintahan   dalam   pengembangan

lembaga kemasyarakatan.

H.  Kerangha konseptual

Peiielitian  dalam  kegiatan  operasional  berdasarkan  asumsi  penelitian  pada

b.eberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.    Wujud  dalam  kcberadaarmya  sebagal  abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat,

dituritut  untck mampu melaksanakan tugas-tugas  yang  diberikan  kepadanya

yarfu tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang berorentasi  pada pelayanan

masyarakat    dari    berbagai    bidang    pembangunan    dalam    me.ringkatkan

kesejah.teraan   masyarakat   kelurar`.an.   Peningkatan   kemampuan   aparatuir

Negara semakin penting.  Arah dan bentck kebijakan Pei-tierintah  khususnya

pada,   didasarkan   pads   tugas   pokok   dan   fungsi   masing-masing   bidang

kegiatan. 0lehaya itu dituntut propesional dan loyalitas atas tugas yang telah

diberikan terkait dengan upaya penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah

untuk  menata  perencanaan pembangunan  diberbagal  bidang  dalam  Wilayali

Pemerintahan Kecamatan.

2.   Bahwa  untuk  menunjang  tugas-tugas  dan  tanggung jawab  yang  diberikan

untuk merealisasikan  program Pemerintin baik pem'Dangunan  fisik  maupun

pembangunan   dalam  rangka  pemberdayaan   masyarckat  maka  diperlukan

penerapan  fungsi  Ko.ordinasi  yang  balk  yaitu;  integritas  dalam  kesatuan

tindakan,  kesamaan  gerak,  pencegah_an teriadinya_perbedaan  dan  penafsiran
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dan.   pendekatan personal yang sifatr.ya lintas sektoral dan mu]ti dimensiorial

dalam   upaya   untuk   mensingkrongkan   apa   yang   menjadi   harapan   dan

kebutuhan masyarakat terkait  dengan perencanaan  pembangunan  dan  upaya

peningkatan   kesejahteraan   masyarakat,   mengiavetaris   hasil   musyawarah

pembangunan  desa  dan  kelurahan,  ada  jaminan  ketertiban  dan  keamanan

masyarakat serta pemyelesaian kebutuhan administrasi masyarakat.  0leimya

itu  koord.inasi  yang  dimaksudkan  adalah  adanya  kesepakatan  hal-hal  yang

urgen     yang    teriadi     dilingkungan     masyarakat,     dan     koordirrasi     ini

dilakukan secara berkesinambungan.

3.    Indikator   Kualitas   penerapan   fungsi   koordinasi   dalam   hal   ini,   meliputi

pengetahijar`.   tentang   pekebaan   yang   terkait   dengan   tugas   pokok   dan

fungsinya,    kemampueri   membunt   perencanaan   dan   jadwal    pekejaan,

pengetahunn tentang standar mutu pekerjann yang disyaratkan, produktivitas

aparat/pegawai yang berkaitan dengan hasil hasil pembangunan balk sifatnya

koordinasi langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  penulis  melakukan  penelitian

dengan menganalisis beberapa faktor pendukung terhadap Penerapan fungsi

koordip_a.si   Spa.ra,i   Pen_e,rip_ta.h_   pa,de   kantor   Eec.amftart_   Water._Tan_g   Utara

Kabupaten   Luwu,   dilihat   dari   sudut   Perencanaan   pembangunan,   hasil

musrembang, pehinghatan kesej ahteraan rakyat, kete.rtiban dan keamanan dan

jaminan kebutuhan administrasi masyarakat.  Hal ini dapat dicapai manakala

koordinasi    terus    ditumbuhkan    dan    dikembangkan    antara    Pemerintah
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Kelurahan  dan Desa   serta  Pemerintah  Wilayah Kecamatan dengan  lembaga

kemasyarakatan.

Dar].  kerangka  konseptual     diatas,  maka  dapat  digambarkan  dalam

bentuk    bagan    ur.tuk    memudahkan    pemahaman    dalam    penehtian    dan

pembahasan sebagai berikut :
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Penerapan koordinasi

Koordinasi dengan pemerintah

keiurahan/ desa

Koordinasi kebijakan

pemerintah kecamatan dalam

pembangunan da!am segala
bidang

Kerangka Konscptual

koordinasi pemerintah

daerah camat dalam

menunjang keber!-Iasilan

pembangunan diwilayah
kecamatan walenrang

utara kabupaten luwu

Peran koordinasi yang

berkesinambungan untuk

pencapaian evektifitas

pembajigunan

Hambatan -Hambatan koordlnasi

aparat pemerintah kecamatan

walenrang utara

•      Mencegah terjadin`,Ja

perbedaan penapsiran
•     Tingkat pengetahuan akan

kemampuan peran dan fungsi
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BAB  Ill

METODOLOGI PENELITIAN

^„  Tips Dan Dasai-Penelitian

i.    Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah tipe  pei-ielitiaii  deskriptif kuantitatif

yaitu dengan maksut urttuk memberikan ganbaran atau penjelasan tentang

pelaksanaan   koordinasi   dalam   kebei-hasilan   pembangunan   dikecamatan

waleurang  utara.  melihat  hubungan  variabel  terhadap  objek  yang  diteliti

bersifat se'Dab da.n akibat sehingga dalam perielitian bersifat independen dan

dependen. Dari variabel tersebijt selanjuthya dicari  seberapa besar pengarul.

independen terhadap variabel  dependen adapun variabel  indevenden dalam

penelitian  ihi   adalah  koordinasi   pemerintah   daerah   sedan9kan   variabel

dependenya adalah keberhasilan pembangunan

2.   Dasar peneiitian yang dilakukan adalah wawancara dan kuesioner (f4ngke/)

yaitu  metode  penelitian  dengan  cara mengumpu]kan  data    melalui  daftar

pertanyaan   dari   sejumlah   responden  yang   dianggap   mewckili   seluruh

pOpulasi.

8.  Tent)at Dan Waktu Penelitian

I.   Tempat penelitian

.`Berdasarkan  pada  judul   peneliti  maka  penelitian  dilaksanakan   di

Kecamatan, Walenrang  Utara Kabupaten Luwu.
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a.    Letak Dan Luas wilayah penelitian

Walenrang   Utara   rdalah   salah   satu   kecamatan   yang   terletak   di

Kabupaten  LUWU,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Secara  geografis  Wa]eurang

Utara terletak  dibagian Utara Ib`i`Lkota Kabupaten  Luwu  (Belopa).  Jarak  dari

Ib`ikota Kabupaten kurang lebih 84 KM dan diantarai oleh kota Madya Palopo

dibagian   Utara.    Waienrang   Utara   terbagi    atas    11    desa   yaifu,    Desa

Sangtangdung,  Desa Bolong,  Desa  limbong,  Kelurahan Bosso,  Desa Bosso

Timur, Desa Buntuawo, Desa Marabuana, Desa Siteba, Desa Salulino, Desa

Salutu'Du, dan Desa Pongho. jTumlali penduduk Waiemang TUTtara kurang lebih

17.729 penduduk setempat. Masyarakat Walehi-ang Utara mayoritas menganut

agama Islam dan gaya bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah

khas Luwu. Masyarakat Walenrang Utara masih memegang tegurh. adat budaya

mereka.   Masyarakat   setempat   menyebutnya   "Massengo"   atau   tari   Sajo

langkan-langkan  yang  diiringi   lagu  tari   Sajo  langkah-iangkah  itu  sendiri.

Tarian ini digunakan pada sant penyambutan Datu Luwu dan Kepala Daerah

setempat maupun acara-acara ke Daerahan Walemang Utara.

Potensi  yang  dimiliki  Waleurang Utara adalah pertarian,  khususnya

lahan  oersawahan.   Hasil   nanen  Dadi   mereka  sebaedan  besar  dibeli   oleh

pengusaha  beras  dari  luar  daerah  salah  satunya  dari  daerah  Sidrap.  Selain

potensi pertanian, masyarakat setempat. schari-harinya ``Massambe" (membunt

sagu),  dan  mengambil  darn  sagu kemudian  diolah dengan cara dijahit  dan

digunakan  sebagai  atap rumah masyarakat dan sebactan besamya dijual  ke
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para pengusaha atap untuk dibawa ke daerah Toraja dar, Duri.  Selain poter,si

pertanian masyarakat Walenrang Utara memiliki lahan tanah perkebunan yang

sangat subur, jadi  se!ain bertani masyarakat setempat juga berkebun, mcreka

juga  memilahara Temak  seperti,  Sapi,  Ir`ambing,  KerbaT.i,  Ayam,  Bebek  dan

Mentok-

Lu\un  adalah  singkatan  dari  perkataan  bugis  'riulo`.   artinya  diulur,

kemudian dihamparkan dan ditaburi atau diperlengkapi dengan kekayaan alam

yang   mclimpah-limpah,   daii   riienjadi   satu   daerah   atau   kerajaan   Pusaka

(ori_gko) 'untuk Dafu yang konon pertama metijelma di kampung Sabbangparu,

satu   tempat   yang   terletak   dalam    lingkungari   kota   Palopo.    ''J,I/Wt/"

makkebettuangngi  pumai u.soro.  riebarai makkunrai.,  madeceng abbatireng,

7Hczc7ece#g   HgcHr!pe    #crpaf.Ltmcz;z7.j7gj".    Artinya    :    Luwu    mengandung    arti

mempunyai si fat-si fat yang balk. Dia diurnpamakan seorang wanita yang balk

asal   usu!nya,  balk  perangainya  dan  patuh  berbakti".   Perkatann  balk  asal

usulnya  (madeceng  abbatireng),  baik  perangalnya  (madeceng  ampe),  patuh

berbakti  (napatumaningi),  mengandung  pengertian  bahwa  Kerajaan  Luwu

adalah  suatu  daerah  yang  sangat  subur  tanahnya  dan  mempunyai  banyak

kekayaan;  balk  yang  ada  diatas.  pemukaan  ht]mjnya  mai]pi.I_n_  yang  in_asih

didalam  perut  bumi.  Kekayaan  alamnya  yang  banyak  itu  maka  dapatlah

daerah itu secara "patuh berbaldi" memberi kemakmuran hidup pada mapusia.

Kecamatan Waleurang Utara merupakan Keeamatan yang terdapat di

Kabupaten  Luwu.  Secara  geografis,  Kecamatan  Walenrang Utara  memiliki
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jarak  sekitar 84  kin dari  ibickota kabupaten dan beriarak sekitar 400 kin dari

ibukota  prupinsi.  Kecamatan  Walenrang  Utara  terletak  di  Kelurahan  Bosso

sebagai rDu Kota Kecamatan yang memi]iki luas Wilayah 269,27 km2 dengan

koordinat   Geografis   berada   pada   120°00'00"-120°8'00"   LS   -2°4'00"   -

2°52'00" BT. 22

Batas-batas Wilayah Kecamatan Walerlfang Utara Kabupaten Luwu :

•     Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu utara.

•     Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan walerirang.

•     Sebelah Timui` berbatasan derigan Kecamatan Lamasi.

•     Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan walelirang Barat.

Secara  administratif  Kecamatan  Waleurang  Utara  terdiri  dari  satu

Kelurahan   dan   sepuluh   Desa   yaitu,   Kelurahan   Bosso   sebagai   Ibukota

Kecamatan, Desa Sangtandung , Desa Bolong, Desa Bosso, Desa BI_mtu Awo,

Desa Marabuana, Desa Siteba, Desa Saluiino, Desa Salutubu, Desa Pongko,

Desa Limbong, Desa Bosso Timur.

b.   Keadaan Demografis

Kondisi   keper]dudukan   (demografi)   merupakan   hal   yang   harus

ffierijadi    perriatiari    piiLiak    peiTierin`rfuLi    dart    inas-y-ai-ickat    dalan    -ripaya

meningkatkan kesejah_teraan masyarakat. Julnlah penduduk merupakan suatu

gambaran tentang kependudukan pada suntu Wilayah secara kuantitatif yang

dapat   dijadikan   sebagai   dasar   pengembangan   Wilayah   dalam   konteks
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pet+bangunan agar tepat sasaran. Jum|ah penduduk di Kecamatan Walenrang

Ulara Kabupaten Luwu yaitu  17.729 jiwa yang terdiri dari  8.904  orang laki-

laki, dan 8.825 orang perempuan. Adapun jun|ah penduduk berdasarkan jeris

kelamin  serta  seks  ratio  di  Kecan-tatan  wa|eurang  Utara  Kabupaten  LuWu

dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk di Kecamatan Waleni.ang Utara Kabupaten Luwu Dirinci

Menurut Jenis Kelamin Akhir Tahun 2013

I                Lahi-ILaki PerempiEan   I               .JumlahDesatT{elurahan

I

Sangtandung 1687I 626 1313

Bolong
i                          1301I

1300 2601

Bosso 9181853I 907 1825

Buntun-w-oI 832I I                         16901!

Marabuana 609 629 1238

Siteba 659 593 1252              i

Salulino 694 690 1384

Salutubu 1118

I                       1145

2263
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Sumber pusat  statistic walenrang utara habupaten lowu 2013

Tabel   1.  menurijukkan jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Waleurang

Utara yang bebenis kelamin perempuan hampir sebanding dengan penduduk

yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 8.904  :  8.825 jumiah penduduk yang ada.

tersebut   merupakan   salah   satu   faktor   pendukung   dalam   pengembangan

subsektor pembangunan sebagai sumber tenaga kerj a

1.    Agama

Wilayah  K€camatan  Walenrang  Utara  Kabupaten  Luwu  mayoritas

masyarakat mcmeluk agama islam sesuai dengan data kependudukan yang ada

di  Kecamatan  Walenrang  LTtara  yakrii  masyarakat  yang  menganut  agama

islam sekitar 96% sesuai dengan data peribadaan Walenrang Utara tahun 2013

dapat dilihat pada tabel :
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Tabie3.2
komposisi sarana ibadah kecaniatan

No DesaAIelurahan A

1 Desa sangtandung
13I

2
i                 Desaboiong

3

3 T            Kelurahan bosso 5

4 Desa buntuawo 3

5                      I Desa marabunna 1J

6 Desa siteba 2

7/,I Desa saliilino 4

lu Desa limbongI

11 I                Desa bosso tjmurI

Jumlah

walenrang utara
Mesjid G€reja

1 -J

3 -

5 -

3i -

1
2'J

2 1]'

2

3

7/ I                  DesasaJiiltno            I

8 Desa=aTutuT5=-

9 Desapongko           i

10               I Desa limbong

11 Desa bosso tjmur

Sunber : laporan data profil kecamatan

2.   Keseahatan

`walenrang utara 2013

Secara  umun kondisi  kesehatan di  walenrang utara kabupaten  luwu

sudch  terbilang  balk  atas  tersedianya  prasarana  kesehatan  di  kecamatan

walenrang utara ada beberapa sarana dan prasaran di kecanatan walenrang

utara ( berdasarkan berdasrkan laporan dan profil kecamatan walen~rang utara

Puskesmas : 6rit-.
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Posyandu :  2  unit.

Bidan desa                      :  8 orang.

2: Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukar[  pene]iti  adalah  dalam  pellelitian  ini

selalna  1  bulan  untuk  meng'unpulkan  semua  data.  Dengan  demikian  untuk

mengetahui   bagaimana   koordinasi   camat   dalam   menunjang   keberhasilan

pembangunan yang ada dikecamatan waleurang utara kabupaten luwu

C.   SilmberData

Sumber data dalam penelitian ini  di€imbi]  dari  populasi  dan  sa.mpel yang

dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan dikeloja o]eh pene]jti

I.   J'opulasi dan sampei

a.    POpulasi

Mengikutj fokus dari penelitian ini adaiah bagafmana peran koordinasi

Camat   dalam   menunjang   keberhasilan   pembangunan   .thususnya   di

Kecamatan Walenrang maka menjadj objek penehitian aparat pemerintah

kecamatan dan desa sebanyak 6 orang dan 30 orang sebagal responden

b.   Sanpel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti kama junlah

populasi yang akan diteliti ada 36 o]-ang mcka semuanya akan dijadikan
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sainpel  atau  dilakickan  dengan  sampel  jenuli  adapur`.  rincianya  sebagai

berikut

>   ,Sampel

•     Carriat waleni.ar+g utara:i  c)rang

•    Kep-ala Desa                      :5 0rang

•    Masyrakat yang ada di kecamatan walenrang utara 30 0rang

jumlah keselunlhan 36 0rang

I).  Teknik Pengumpulan Data

Dalan penelitian inl data-data yang diambll dapat ulgolongkan menjadi dua

bagian  yajtu  data  sekunder  dan  data  prim{3r.  Data  sekunder  ada]ali  data  yang

bersumber da.ri  kcpustakaan  (library Study),  sedangkan d.ata primer adalah  data

yang bersumber dari studi lapang (Field Research).

1.     Sti.!di !apa.I_i_g ;v'a__n_g di!akij±ta._n_ den_gap_ ti.!ji.I.art_ iin_tTi±t in_em.peroleh. data.-data. ya_n_g

akurat  mengenai   objek  yang  diteliti   dengan  menggunakan  teknik-tekrik

sebagai berikut :

a.   Teknik   z.7z/ervz.ew   atau   wawancara  yaitu  melakukan   wawancara  balk

secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan

menggunakan daftar pertanyann.

b.   Telmik Obs`ervcz$7. yaitu dengan me]akukan pengamatan langsung untck

mengumpulkan data tentang belaksanhan yang teri adi..
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C.    Kuesioner Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah

responden   yang   telah   ditentukan   untuk   mendapatkan  jawaban   atas

sej umlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2.    Data sekunder

Data  diperoleh melalui  studi  pustaka (I,7brczry. ScarchJ  yaitu mengambil

data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-

undangan,  dokumen  yang  sudan  ada,  stapeiii,    Profil  Kecamatan  walenrarig

utara dan beberapa data penting lainnya.

Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  teknik  pengumpulan  data  yaitu

observasi,   wawancara  berstruktur  dan  tidak  berstruktur     angket;'qusioner

Untuk pengumpulan data dan informasi idilapangan ditemp`ul-I beberapa tekhi_k

pengumpulan data sebagai berikut :

A.   Obesrvasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan terutama berkaltan

dengan  data  penelitian  yang  diperlckan,  sedangkan  yang  di  observasi

dalam penelitian ini adalah bagaimarLa penerapan fungsi koordinasi aparat

Pemerintah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

8.   Wawancara

Kegiatan   wawancara   terhadap   informasi,   peneliti   menggunakan

pedoman   wawancara   dan   program   observasi.   Pedoman   wawancara

menjadi  pemandu  dalam  perolehar)   data.  Namun  wawancara  tidaklah
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terfokus pada pedoman tersebut, tetai)i akan dikembangkan sesuai kondisi

lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Bentii.k \vawancara yang d].lakuk{in adalah wawancara berstruktur dan

wawancara   tak   berstruktur,   wawancara   berstruktur   dil.akukan   untuk

memperoleh   data   pokok   tentang   penerapan   fungsi   koordinasi   aparat

Pemerintah  pada Kantor  Kecai-iiatun  Waleurang  Utara Kabupaten  Luwu

serta wawancara tak bel struktur dilak.ukan secara bebas untuk melengkapi

data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.

C.   Angket / kuesioner

Yarfu  memperoleh  data  dan  infDrmasi  yang  relevan  dengap.  `iujuan

peiielitian secai-a terperinci dan akurat darn responden dengan mengedarkan

daftar pertanyaan berdasarkan permas€ilahan penelitian

E, Teknik Analisis Data Yang Digunakan

Teknik  ana]isis  data  yang  dingunakan  adalah  dari  olch  data  An9ket/

quisuner dan  Tia`iil  wawancaTa peneliti  d±]o:k.as€  pene!itia.r±  ya.I_i_g di±aki_ikan_  see,a.ra

struktur dan tak berstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam pengolahan deta

adalah model penelitian yaitu rasional empi]ris, setelah pengumpulan dan pengga

lian informasi atau data adalah tahap analjsj s data. Dalam penelitian ini, analisis

terhadap  data  menggunakan  desain  analisjs  atau  pendekatan  yang  digunakan
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yaitu  analisis  deskriptif dengan  dengan  mcnoounakan  tabel  frekuensi  dan  tabel

akumulatif penggunaan  tabel  didasarkan  Fiada  jenis  variabel  dan  kepentingan

analisis.

Adapun alat analisis yang dj maksi.id ada]ah:

Presentase        =:  X100%Sugiono

Di mama :          P           = Presentase

F          =Jumlah jawaban I.esponden

N          = Jumlah responden

F.   Sistematika I'enulisan

Secara singkat mengenai gambaran susur[an penelitian proposal ini disusun  V

BAB,  dimana  diantara  BAB  I  dengan  yang  iaiii_ya  saling  berkaitan  sehingga

tercermin  suatu  sistematika  yang  utuh  terpadu,  sistematika  pembahasan  dari

BAB-BAB tersehut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, runusan masalah,

tujuan  penelitian  dan  manfaat  hasil  penelitian,  kerangka  konseptual

dan metodof ogi peneiitian.

BABII :    Tujuan   pustaka  yang  terdiri   dari   landasan   teori      konsep   peran,

pengertjan  koordinasi,  konsep  Camat, .konsep  pembagunan,  konsep

Ke_cana_tan.
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BAB I.TI :  Gambaram  umum  penelitian yang terdiri  dari  keadaan  geografis  dan

keadaan demografi s.

BAB IV :  Hasil penelitian dan pembaliasaan terdiri dart  karesteristik responden,

koordiiiasi  pemerii-itah  daerah (c€Lmat)  dalam  menunjang keberhasilan

pembangunan Kecamatan Walem.ang Uta ra Kabupaten Luwu.

BAB V :   Merupakan BAB penutup yang tc]rdiri dai-i kesimpulan dan saran.
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BAB IV.

HASIL PI]NELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Koordfnasi Pemerintah Daerah (Camat ) Dan Pemerintah
Kelurahan.roesa  Secara Vertikal Pada Sektor Pembagunan
Infrastruktur

Koordinasi mempunyai  arti yang :>angat penting dalam pembangunan

hal  ini  disebabkan kama pelaksanaan melibatkan  satu jnstansi pernerintahan

adapun  koordinasi  dalan  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  koordinasi

v6rtikal.  Koordinasi  vertikal  adalah  koordinasi  yang  di]akckan  o]eh  kepala

camat  dart  kepala  kelu-aliai-i;'  desa.  Cai-I-iat  dalaiii  melakukai-1  keweiiarigariya

senantiasa      meilgkoordinasikan      pelaksanaan      kegiatan      pare      kepala

kelurahan/desa  atau  melakukan  Tapat  k(iordir`.asi   sehingga  masing-masing

pihak depat mengetahuinya dengan menja] ankan tugas dan fungsinya.  Camat

dalam   melaksanakan   tugasnya   dibantu   oleh   perangkat   kecamatan   dan

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekcrtaris dae'i.ah.

1.   Pembangunan infrasturuktur jalan dan jembatan

Infrastmktur   memengang   peran   I)entirig   sebagai   salah   satu   roda

penggerck    pertumbuhan    ekonomi    dan    pembangunan    keberadaan

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan sama halanya infrastrutur

jalan dan jembatan.  Keterbatasaan pembangunan infrastmlrfur jalan dan

j embatan menyebabkan melanbatnya 1€iju investisi.
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Tahun     2008     pemerintah     mencurahkan     perhatian     lebi.h.     pada

infrastruktur jalan dan jembatan demi mengejar target pertumbuhan 6,8%

mendorong laju  investlgasi,  dan menggerakan  sektor rill,  anggaran yang

dikeluarkan    pun    membengkak    hingga    puluhan    pelsen    dari    tahun

sebelumnya.  Pemerintah  mengalokas:lkan anggaran bagi  depertemen PU

sebesar Rp  36,6  tri]iun  atau nark 41,4% dibandingkan dengan perkiraan

realisasi  anggaran pendapatan dan belanja Negara perubalian (APBN-P)

tahun   2007   anggaran   tersebut   akaii   dimamfaatkan   untck   program

peningkatan pemhangunan infrastruktur j aian

Pasal   1  angka  4  UU  No  38  tahun  2004  tentang jalan  memberikan

defenisi mengenai jaian yaitu prasara.na  trarisfortasi  darat yang meliputi

segala  bagian jalan temasuk bangunan  pelengkap  dan  perlengkapanya

}'a.n.g di peruntuhkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah.

Pemerintah   dan   pemerintah   daer€Lh   sebagai   penyelenggara  jalanan

sebagai mama diamanatkan pada pasal  13 UU No. 38 tahun 2008 tentang

jalan  mempunyai  kewajiban  wajib  memrioritaskan  pemeliharaan  jalar`.

perawatan dan pemeriksaan jalan secara berka.1a untck mempertahankan

tjnckat t}elavanan jalanan sesui dengaTt standaT pelayanan minimal   yang
1,           _                JL                          ,

ditetapkan.
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Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu proses aspek penting

dan  vital  untuk  mempercepat  proses  [rembangunan  nasional.  Infrastruktur

juga    meil]pakan    p€i-an    penting    set)agai    salah    satu    roda    penggcrak

pertumbulian ekonomi  ini  mengigat gerak laju dan  pertunbuhan ekonomi

suatu    negai-a    tidak    dapat    dipisahkan    dari    ketersedian    infrastruktur

pembangunanjalandanjembatan.

Pert-ibaliguna   infrastruktur   daerah   harus   sejalan   dengan   harus   sejalan

dengan  kondisi  makro  ekonomi  daerah  yang  bersangkutan.  Pelaksanan

pem'DaT-Lgunan   infrastruktur  yf.Tig  dilaksanankan   didael-ah   tertentu   harus

mendapatkan   perhatian   serius    kam;i   faktor   terbesar   yang   dihadapi

pembangunan  selama iri  adalah buruknya kualitas peilibangunan kualitas

pembangunan  ilifrostrcktur  khususnya  di  daerah    befoagai  upaya  uutuk

mengatasi  kondisi  tersebut  terus  di!a.kukan  salah  satunya  adalah  dengan

ekselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan

daerah dengan pusat yang tertinggal dengan daerah lain. Sesui dengan hasil

penelitian    peneliti     dilapangan    terhadap    pembanguna    dikecamatan

walenrang utara.

Secara umum koordinasi daoat dia]ikan sebagal usaha untuk mengatur

dan menyalaraskan setiap pekeriaan yang, dilaksanakan secara bersama oleh

beberapa orang dalam rangka mencapai tujunn. Dengan kata lain koordinasi

merupakan penyelarasan  secara teratur atau  penyusunan kembali  kegiatan-
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kegiatan  yang  saling  berga+n.tugan  daii   individu-±ndividu   untuk   mencapai

tujuan bersama dalain hal pembangunan .

Untuk menyalaraskan kegiatan antara unit yang satu dengan unit yang

lainya perlu dii.akukan suatu koordinasl, kuranganya pengertian. pemahaman,

serta   dukungan    dalalam    pelaksanaan   koordiiiasi    dapat   mengakibatkan

terjadinya perselesjhan dan baling tumpang tindih  dalam  pelaksanaan tugas.

Sebaliknya apabila koordinasi bebalan deligan balk akan dapat menciptakan

keharmonisan dan keria sama yang balk.

Koordinas±   mempunyai   arti   penti.iig   dalam   pembangur`.£n,   hal   ini

disebabkan    karena    pelaksanaan_ya   melibatkan    lebih    dari    satu    instai-isi

pemerintah. Adapun pelaksanann koordinasi dalam pcnelitian ini akan dibahas

mengenai   koordinasi   pemeri.ti.tab   dalam   hal   ke'cerhasilan   pembangunan.

koordinasi  yang  dilakukan olch Camat  tiengan para Kepala kelurahar,,Desa.

Camat  dalain  menggunakan  kewenangannya  senantiasa  mengkoordinasikan

pelaksanaan  kegiatan  para  Kepala  KehITahanDesa  atau  mengadakan  rapat

koordinasi   ,   sehingga   masing   -   mar;ing   pihak   dapat   mengetahui   dan

menjalankan   tugas   dan   fungsinya.   C€Lmat   dalan   menjalankan   tugasnya

dibanti_I    oleh    peran_chat    Kecamatan    dan    bertanggLmg   jawab    kepada

Bupati/Wall Kota melalui sekertaris daerah. Dari wawancara dengan pegawai

kecapatan  bagian   pemerintahan,   mengatakan  ada   pembaedan   tugas   dan

tanggung jawab dalam pencapaiin evehivitas pembangunan
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Pada      hakekatnya      pembangunan      adalah      merupakan      proses

pertumbuhan  yang  tei"s  menerus  dan  perbalkan  menuju  kearah  tercpainya

tujuan  yang  diiginkan  oleh  kama  itu  sebagai  perwujudan  tujuan  akhimya

pembarLgunan   nasional   yaitu   n-iasyarakat   adil   dan   makmur   berdasarkan

pancasila dan  Undang-undang dasar  1945  ditengah mewujutkan masyarakat

yang   sejalitera   sala   satu   yang   menjadi   tolak   ukumya   adalah   dari   segi

pembangunan yang ada. Pembanguna dalan hal membentuk karakter dan poia

pikir masyarakat mampu dari segi pembangunan fisik infrastruktur yang ada

daiam meriiigkatkan kesc;jahteraan masy arakat.

Pada masa berlakunya UU No 5 tahun  1974, camat merupa.kan kepala

wiiayah  pada    pasal  76  dinyatakan  sel[iap  Wilayah  dipimpin  oleh  seorang

kepalah wilayah, dalam pasal 77 dinyatakan bahwa kepala wilayal kecamatan

disebut  Camat.  Dalan  pasal  80  dinyatkan  kepala  Wilayah  sebagai  wakil

pemerintah  adalali  penguasa  turiggal  dibidang  pemerintahan  dalam  wilayali

dalam  arti  memimpin  pemerintahan  mengkoordinasikan  pembangunan  dan

membina  kehidupan  masyarakat  di  segala  bidang,  weweriang,  tugas  dan

kewajiban  kepala  wilayah  lainya  yakni  gubemur,  bupati,  dan  wall  kota.

Keberhasilan   dari   pada   camat   dice_lam   melaksanakan   tugasnva   dalam

menunj ang keberhasilan pembangunan tergantung juga bagaimna teknik, cara

desainya  dari  pada  seorang  camat  se!a:ha  pem,impin  wilayah  daian  bidang

pembangunan  tidak  hanya  dipandang  tlari  seal  pisik  tetapi  dari  mutu  dan

kualitasnya    pembangunan    itu    sendiri.    Untuk    itu    dibutuhkan    adanya



53

kemampuan  dari  pada  setiap  aparat  da[am  arti  sumber  daya  manusia  yang

menjadi  pelaku  da]am  pelaksanaan  pe[nbangunan.   Didalam  melaksanakan

fungsi   dan  tugasnya  camat  juga  tidak  terlepas  dari  peran  dan  partisipasi

masyarakat   djdalam    pembangunan    menuju    tingkat    keberhasilar.    untuk

mencapai  pembagunan  bangsa  dan  neg€Lra.ada  pun  hasil- wawancara  tentang

keberhasilan  pembangunan  dikecamatan  walenrang  utara terhadap informan

adalah sebagai berikut:

Deskriftif yang diberikan informan terhadap runusan masalah peneliti

di    iokasi    penelit].an   ada   pun   tanggrLpan    informan   tentang   koordinasi

pemerintah   daiam   menunjang   ke-oerh€isilan   pembangunan   di   kecamatan

waleurang utara.

2.   Tanggapan Informan

Antara   koordinasi   dan   keberhasilan   pembangunan   melT`_punyai

hubungan  yang erat, dimana dengan adanya koordinasi dapat menunjang

keberhasi]an  pembangunan.  Hal  diatas  ditinjau  oleh  beberapa informan

yang  diwawancarai  oleh  penulis  salah  satunya  Pak  Carriat  Walenrang

Utara         mengatakan    hubungan    Koordinasi     dengan    keberhasilan

pembangunan   sangatlah   erat  kai-end  tanpa  adanya   koordiTiasj   den_gr.n_

pihak - pihak tertentu terutama atas€m dan bawahan maupun pemerintah

dan  masyarakat  pembangunan  itu  tidak   akan  berjalan  dengan. baik,

sebaliknya meskipun  ada  beberapa kendala namun  apabila komunikasi
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dan. koord!nasi dengan balk, maka setiap permasalahan dapat diselesaikan

dan pcmbangunan dapat berhasil.

Hal   ini   senada   dikatakan   olleh   kepala   desa   Buntu   Awo,beliau

mengatakan   koordinasi   sangatlal.   berpengaruh   terhadap   kebel.hasilan

pert-ibangunan  di  kecamatan  Walen].ang  Utara  koordinasi  carat  dengan

para pegawai kecamatan serta Kepai,i Kelurahan/Desa sangat menentukan

keberhasilan  beberapa  perribangunan  seperti  pembangunan  infrastmlrfur

jalan dan jembatan  Mengenai Koordj nasi Pemerintah Daerah Kecamatan

Waienrang Utara+ terhadap Koordina'si yang dilakukan kepada Pemerintah

Kelurahan  ,Desa  dan  Tvlasyarakat  ;rdapun  hambatan  dalam  koordinasi

pclaksanaan  pembagunan dikecamalan  waleurang utara adal:  kurangnya

lesamaa.n  tindakali  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kccan-iatan  kepada

kelurahan dan desa.

Penulis   juga   mewawancara,i    kepala   kelurahan   Bosso   beliau

mengatakan  dalam  setiap  rapat  koordjnasi  di  Kecamatan  Pak  Camat

selalu membagi  fugas  setiap kepala - kepala desa  dalam  pembangunan

fisik   yang   sedang  berjalan.   Untuk   menghasilkan  pembagunan   yang

evektif  dari  berkelanjutan  namun  menjadi  h_am_hata.n_  d.ala_in  koordin_asi

yang biasa teljadi dalam koordinasi pemerintah adalah kurang disiplinya

aparat pemerintah yang tidak tepat waktu.

Menumt  tanggapan  informan  kepala  desa  bosso  timur  tentang

koordinasj  camat  dan  kelurahan/desa  sudah  berialan  dengan  maksimal
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dalam hal meningkatkan pembangunan yang ada dikecamatan walenrang

utara namun menjadi hambatan dalaLm -hoordinasi  pemerintah kecamatan

dan  kelurahan  dan  desa  banyakny€L  pemerintah  desa  yang  tidak  hadir

dalam rapat koordiriasi yang dilakukan kama banyaknya aktifitas masing-

masing kelurahan dan desa tersebut.

Dan  meriurut  tanggapan  inl.orman  kepala  desa  hmbong  beliai+

mengatakan   rapat   koordjnasi   yang   dilakukan   pemerintali   kecamatan

beluni  mencapai  target yang maksimal  dalam  melaksanakan  koordinasi

dengar. pemerintah kel uraiia.I dan desa dikamalcz.n banyaknya pemerintaihi

kelurahan  dan  desa  belum  tau  tentang  arti  pentinya  koordinasi  yang

dilakukan  pemerintah  kecamatan  namun  menjadi  hambatan  pemerintah

kecamatan  dalam melaksanakan kCh)rdimssi adalah kimngya pendekatan

kepada   pemerintah   kelurahan/   desa   sehingga   rapat   koordinasi   yang

dilakukap. dikantor camat walemang utara banyak yang tidak tepat waktu

dan   banyak   yang   tidak   hadir   da]lam   rapat   koordiriasi   tersebut   dan

kurangya keterlibatan masyarakat dalam rapat koordinasi.

dan  menurut  tanggapan  res;ponden  terhadap  koordinasi  Camat

Walenrang   Utara   dengan   nemerir]tah   daerah   Kelurahan/Desa   Dapat

dilihat pada tabel berikut iri:
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Tabel 4.1

Responden Tentang Koordinasi Calmat Walenrang Utara terhadap

Kepa]a KeEt.mihanmesa

iNO Kategori peniiaian            I

'1 Saligat Baik                      II

-2 Baik

3 Cukup Baik

4I Kurang Balk

5 Sangat Tidak Balk             I

Sumber:Hasii olahan Data Penelitian,2014

7 23,33%              i

10 33,33%

9                         I
I             30,00%

?J
i               10,000/o               I

Berdasarkan Tabel diatas maka Peran Camat sclaku pelcksana tugas -

tugas  Pemerir'.tahan  Daerah  dan  selakii  oeroaniangan  tangan  nelaksanaan

koordinasi     di     Kecamatan     Waleura]ig     Utara     Terhadap     Pemerintah

Kelurahan/Desa temyata dari 30 Responclen yang mengatakan "sangat baik" 7

orang  responden    atau  23,33%    yang  menjawab  "Balk"  seual  tanggapan

responden   10  orang  atau  33,33%  menyatakan  bahwa  Koordinasi  Camat

Walenrang   Utara   "Cukup   Baik"   sebanyak   9   responden      atau   30,00%

responden sedangkan yang mengatakan "kurang balk" 3  orang atau  10,00%

responden   menyatakan :koordinasi  Camat "sangat tidak baik"  1  orang atau

333% responden.
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Salah  satu  usaha  yang  masuk  dalam  penyeleiiggaraan  program  yang

dilakukan   oleh   camat   adalah   menyangkut   program   pembangunan   yaitu

pembanguna fisjk dan pembangunan non fisik kama camat mempunyai peran

penting  sebagal  administrator  dibidang  pembangunanf  antara  lair`.  pengarah

usaha dazi untck mensukseskan pembangunan guna membantu kelancaran dan

keberhasilan    proyek-proyck    pemerintah    yang    dilaksanakan    diwilayah

Kecamatan,  pengawa.sac.  dan  perencanaan  dan  pelaksanann  pembangunan

serta  penggalian  s-umber-sumber  pei-idapatan  daerah  secara  resmi  dan  sah

untuk menunj ang pem'Dangunai-I didaerah.

3.   Perencanaan pembangunan

Perencanaan  Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  sub  sistem

dari  pembangunan  yang  me,liputi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan

bernegara    yang    ditunjuk    untuk    meringkatkan    harkat,    martabat    dan

memprekuat jati  diri  serta  keperibadian  masyrakat  dalam  pendekatan  ioka,

nasional dan global dalarn prespektif pembangunan. Pemerintah daerah harus

memperhatikan   kesinambungan   berbagai   aspek   dalam   kesatuan   wilayah

pembangunan   terhusus   pembangunan   disegala   bidang.   Pemerintah   dan

lingkLingan hidup untuk mendukung 1)embangrmnan berke]anjutan dan diikuti

oleh  penyelenggara  pemerintah  yang  akuntabel.pemerintah  yang  akuntabel

merupakan  sebuah  keharusan  yang per]u  dilaksanakan  dalam  menwujutkan

dalam usaha visi mjsi pembangunan daerah dan aspirasi cita-cita masyarakat

dalam  mencapal  masa  depan  yang  ]ebih  balk.  Berkaltan  dengan  hal  itu,
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dipe.rlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggungjawabar.  yar`.g

tepat,    jelas     dan     terukur,     seliingga     penyelenggara     pemerintah     dan

pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  seria  bebas

dart  korupsi,  kolusi  dan.  nipotisme.  Pelaksanaan  pembarLannan  merupakan

suatu   tanggung  jawab   pemerintah   daerah   dalam   hal   keberhasi!ah   atau

kegagalan      pembagunan      berkesinambungan      dari      berbagain      aspek

pembangunan..

ada   pun   pembangunan   yang   dilakukan   pemerintah   Kecanatan

`vi/7ai€r±rang Utara sesui. dengari hasil lespondeli dapat dilihai pada iabei

SeianLjiitnya  pada  tabel  4.2  akan  di  tunjukan  bagaimana  tariggapan

responden  terhadap     perencanaan  pembangunan  yang  ada  di  Kecamatan

\A_Jalenrang.

Tabe] 4.2

Tanggapan RespondenTentang koordinasi camat dan apa.rat kelurahan

/desf dalam Perencanaan Pembai-igunan Di Kecamatan Walenrang

lNO Kategori Penilaian Frekuensi Persentase

11
Sangat Balk 3 10,00%

2 Baik 15 50,00%

3 Cukup Balk 5 16,66%

4
I                 Kurang Balk

7 23,33%

5
I            SangatTidakBaik

0 0%

Junlah 30 loo,00

Sumber: Hasil Olahan Data kuesioner penelitian,2014
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Berdasarkan tabel diatas atas perencanaan pembangunaan yang ada di

Kecamatan  Waleurang  utara       menunjukan  bahwa  dari  30  respoiiden  yang

mengatakan "Sangat Balk",  3  0rang   atau sama dengan    10% responden yang

menjawab "balk"  15  responden atau 50,00% yang menyatakan "cukup balk" 5

oang atau  16,66% respundei-i kemudian yang menjawab "kurang baik" 7 orar[g

atau  23,33%  responden  sedangkan  yanmg  menjawah  "sangat  tidak  balk"  0

orang atau sama 0% responden, atau tidak ada sama sekali

Berdasarkan tabel diatas  berarti behwa kinerja perencanaan pe.T.bangunan

di kecamatan waienrang utara masih bisa djkatakan balk dalam perencanann

pembangunan.hal  ini  perlu  peningkatan  untuk  meningkatkan  percncanaan

pembangunan di kecamatan walenrang utara.

4.  Koordinasi    pemerintah     dengan    masyarakat    dalam    keberhasilan

pembangunan.

Keberhasilan pembangunan  diberbagai  negara bahwa.  ada  salah  satu

syarat   yang   perlu    untuk   menunjukan   tingginya   tingkat   keberhasilan

pembangunan   yang   dilaksanakan   oleh   pemerintah   yaitu   dimulai    dari

mantapanya  pemahaman  dari   para  aparat  daerah  terkait  tentang  maksut

indikator-indikator   dan   variabel-vaiiabel    pembanguTian    serta   pengertjan

kebijaksanaan  yang  diterapkan  oleh  pemerim{ah  pusat  dan  daerah,  dimana

kedua kebijakan  tersebut  harus  saling melengkapi  atau  searah.  Pemahaman

yang  memadai  tentang  indikator  pembagunan  daerah  clan  mengakibatkan

semakin terarahya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan semakin
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tinggihnya respoiisi  masyarakat dalam menyukseskan dan mencapal  sasaran

yang ditargetkan hal ini perlu diperhat`ikan dari pihck kecama`ian Wealenrang

Utara  atau   penggambil   keputusari,   mengigat   proses   panjang   perjalanann

bangsa ir.i untuk n-±engisi kemerdekaan harus mendapatkar` perhatian dari kita

semua. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu pj-oses multidimensional

yang  mencakup  berbagal  perubalian  atas  strukfur  sosial.   Pada  unumnya

pembangunan    di    segala    bidang    banyak    negara-negara    yang    sedang

berkembang untuk melakukan pembangunan oleh kama paradigma tradisional

mengenal  pen-oanguna.n  cenderung  mengindelitik:ir`an_  pembangunan  f_i.engan

perturnbukan   ekoriomi.   01eh   kama   itu   setiap   analisis   realistis   terhadap

masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variabel-variabel balk

itu variabel ekonomi maupun non ekoriomi sebagai indihator atau toiak ukur

keberhasilan     ada     pun     tanggapan     responden     tentang     keberhasilan

pembangunari di jiecamatan Waleurang Utara Kabupaten luwu dapat dilihat

pada tabel berikut:

Selanjutnya  akan  di  tunjckan  pada  tabel  4.4  bagaimana  tanggapan

responden   terhadap   kebehasilan   pembangunan   yang   ada   di   Kecamatan

Waleurang Utara.
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Tabel 4.3

Tanggapan Responden Tcntang koordinasLi pemerintah kecamatall

dengan masyarahat dalam Keberhasilan Pembangu.n.an Di Kecamatan

Walenrang  Utara

NO Kategori Penilaiari '         Frekuens± Persentase

1 Sangat Balk  ` 2 6,66%

2 Balk 9 30,00%

3 I                  Cukup Balk 10                           II              33,33%               i

14 Kurang Balk 9                           I 30,00%

5 Sangat Tidak Balk 0                          i 0%iI

.Tumlali 100,00

S-uniber: Hasil Olahan Da,ta Penelitian,2014

Berdasarkan tabel  di  atas  tanggapan responden  tentang  keberhasilan

pembangurian.Dari  30  responden yam_g  iriengatakan  "Sangat  Baik",  2  orang

responden atau 6,66 responden yang merngatakan "Balk,  9 0rang atau sana

dengan  30,00%  responden  dan  Cukup  Balk"  10  orang    responden  33,33%

responden sedangkan yang me,ngatakan "kurang balk" 9 0rang responden atau

30,00% responden terus yang mengatakan "sangat tidak balk" tidak ada sama

sekali yarig ifierij a-w-ab atas 0% resporidei-I

.    Bila   kita   melihat   tabel    diatas    tentang   keberhasilan    pembangunan

dikecamatan waleurang utara sesual dari has`il-respopden sudah diatas cukup
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balk.    Hal   ini   berarti   pemerintah   harus   mempunyai   peningkatan   dalam

menjalankan keberhasjlan pembangunan di kecamatan walenrang utara.

5.   partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah  kecamatan dalam

meningkatkan pembangunan

Berdasarkan hasil per.elitian dilapangan keteriibatan masyarakat dalam

proses    penenti.i.an    arah    dalam    pengambilan    keputusan    dan    memberi

konstribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan menyertakan masyarakat

dalam proses  pembangunan juga dapat meningkatkan kualitas pengambillan

kepulusan  sebagai  pelwujudan  proses  politik  ya[ig  demoktralis.  Partisipasi

ri-iasyarakat merupckan elemen pentjng dalam pengembangan masyarakat atau

pembangunan di-Derbagai bidang.

Menurut infoman yang selaku Sekcam.  walenrang utara menyatakan

bahwa  partisipasi   masyarakat  dalam  tahap  perencanaan  pembangunan   di

Kecamatan   walenrang   utara   sangat   kurang.   Ketidak   tahuan   masyarakat

dengan alasan utama kama juga fcktor situasi dan kondisi.

a)   Faktor -faktor pendorong partisipasi masyarakat

Partisipasi   akan   efektif  dan   beljalan   dengan   balk   jika   tujuan

DartisiDasi   teTcanal   berdasaTkan   liasjl   neneli.tian   vang   dilakukan
J.                                                                          JL                                                                                                                                                                                  JL

bahwa ada lima kondisi yang mendorong pardsipasi masyarckat.

•    Isu kegiatan dianggap penting bagi masyarakat

•    Kegiatan yang dilakukan membawa perubahan
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•     Pendidikan dan keterampilan

•     Pengakuan atas beberapa bentuk partisipasi

•     Mas}'arakat  }trang  berpart].sipasi  didukung  oleh  suatu  sitiuasi

dan kondisi yang memungkinkan untuk berpartisipasi

b)   t<`aktor }Jang menghambat partisipasi masyarakat

•    Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

•     Pengaruh budaya asing yang yang mempengaruhi adat istia.ci.at

inasyarakat di kecamatan walerurang ii.tara

•     Tingkat pe.tl.ghasilan penduduk yang rendah

Dalam  proses  pembangunan  diwilayah  Kecamatan  Waleurang  Utara,fungsi

aparat  pemerintah  merupakan  pelaksanaan  pembangunan.  Peran  serta  masyarakat

pada   umumnya   tidak   akap.   ]epas   dalam   kaltan   ira,   kama   tanggung   jawab

pembangunan tidak hanya semata -mata berada ditangan pemerintah saja akan_ tetapi

menjadi  tangqung  jawab  selunin  masyarakat.  Adapun  tanggapan  dari  responden

terhadap  kalangan  masyarakat    atas  keikutseratannya  dalam  melakukan  partisipasi

dalam hal pembangunan infrastmrfur didaerah kecamatan walenrang utara dan dapat

menghasilkan keba sama yang balk, pentingnya keria sama dapat dirasakan terutama

dalarli   ii-ierTiecal]ikai-I   i-nasalah   di-wila-y-ah   Kecai-riataii   Walem-ang   TUTtara   Seoraiig

informan Walermng Utara Bapak  Sekcam mengataken bahwa pembangunan yang

sudah direncanakan bejalan dengan lancar, terlihat d?ngan beberapa pembangunan
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sudah terlihat   meskjpun belurn  berjalan  100%  setidaknya  sudah  ada  peinbangunan

yang terlihat.

Dalam  sistem  demokrasi  pemerintahan  yang  demokratis  konsep  partisipasi

2T.asyrakat  i-11.erupakan  salah   satu  konsep  yang  penting  kama  berkaitan   langsung

dengan  demokratis  sebagai  sistem  pemerintarian  yang  fokus  pada  rakyat  sebagai

pemengang  kedaulatan,  pal-tisipasi  masyrakat  memilihi  banyak  bentuk  mulai  dari

berupa  keikut  sertaan  langsung  masyarakat  dalam   program   pemerintahari  yang

maupunsifatnya  tidak  langsung,  seperti  sumbangan  dana  tengah,  pikiran,  maupun

pcndapat   daiani_   kebijakan   pemerintal-I   .    adap-uri   pembangur:an   di   Kecariatan

Walemang LTtara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Selanji!tnya   kita   melihat   tabel   4.4   yang   mengenai   tentang   dukungan

masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Kc.amatan Walenrang Utara

Tabel 4.4

Tanggapan Responden dukungan masyai.akat dalam Meningkat.Kan

pembangunan di  Kecamatam Walenrang Utara
'NO Kategoro penilaian Frekuensl Presentase

1 Sangat baik 8 2fJfJAvr.

2 Baik 9 30,00%

3 Curfup baik 7 23,33%

4 Kuran_g baik 5 16,66%

5 Sangat Tidak baik 1 3,33

Junhah 30 loo,00

Sumber:Hasil olahan data penelitian,2014
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Berdasarkan   label   dj   alas   menunjukan   .h.asil   pene]itian   dari    30

responden  yang  lnenjawab  "sangat  balk"  8  orang  atau  26,66%  responden

sedangkan yang menjawab "balk" 9 orang atau 30,00°/o responden kemudian

yang menjawab  "cukup balk"  7 orarig responden atau sana dengan 23,33%

responden dan menjawab "kurang baik" 5 orang responden atau sama dei-igan

16,66%  responden  selanjutnya yang menjawab  "sangat tidak balk"  1  orang

responden atau 3,33°/o responden.

dari  hasil  tabel  diatas terhadap tanggapan responden tentang partisipasi

masyarakat daiaili meningkatkan pem'oangiLman di kecamatan walertrarLg utara

sangat balk, hal  ini periu peningkatari yang balk dari pemerintah. kecamatan

dalam  hal   pendekatan  kepada  masayarakat  untuk  mendukung  partisipasi

rriasyarakat dalam meningkatkan peinbangunan.

6.   Kelancaran pembangunan

Pembangunan    di    daei-ah    kecanatan    Walenrang    utara     sudah

memberikan   kemajuan   yang   berarti   tetapi   hal   yang   terpenting   dalam

pembangunan daerah adala pembangunan infrastrcktur, peril. diketahui bahwa

untuk   memajukan   sebuah   daerah   adalah   sebuch   kehiscayaan,   ada   hal

ternenting  vaml  harus  dinerha.tikan  vaitu  nemerintah  harus  memnerhatikanI

kondisi  infrastruktur  didaerahnya  infrastm]rfur  akan  menunjang  kelancaran

pembangunan. dan memacuh .perkembangan kesej atraan masyarakat tersebut

karena infrostruktur adalah modal awal untuk mewujutkan pclayanan publik

yang baik  dan menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Mcka sesui dari
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.q.
1

hasil  penelitian  peneliti  dilokasi  melihat  pen.bagunan  didaerah  Kecamatan

Walerurang Utara masih belum efektif akan tetapi  sesui dari hasil wawancara

peneliti   dengan -salah   satu   kepala   desa   b`mtu   awa   mengatakan   bahwa

kelancaran  pembanguna  di  kecamatali  walenrang  utara  sudah  efektif maka

sesui   dengan   hasil   tanggapan   responden   dilokasi   penelitia   kecamatan

walenrang Utara dapat dilihat pada tabe] berikut:

Selanjutnya kita mel_ihat tabel 4. 5 mengenai kelancaran pembangunan

yang ada di Kecatnafan -`fy-alenrang Utara.

Ta.oel 4 . 5

Tanggapan Responden Terhadap Kelancaran Pembangunan Di
Kecamatan Walenrang Utara

!NO Kategori Penilaian' Frekuensi I        Persentase

1I Sangat balk 7 23,33%

2 Baik 8
ryfJf/fffJ/o

3 Cukup baik 8 2fjfJffwo

4 Kurang baik 5 16,66o/o

5 Sangat Tidak balk 2 6foffJ/o

Junlah 30 100,00%

Sumber: Hasil Olahari data penelitian,2014

Dari   hasil   olahan   data   menunjukan   bahwa   30   reponden   yang

mengatakan  "Sangat  baik"  7  orang  responden  atau  sana  d-engan  23,33%

responden   yang   menaggapi   "balk   "  i}  orang   responden   atau   26,66%T
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sedangkan.   yang  mengatakan  .`cukup  balk   8   orang  responden  atau   sama

deiigan 26,66% responden terris yang mengatakan -`kurang balk" 5 orang atau

ti6:66%  responden  sedangkan yang mengatakan  "sangat tidak balk"  2  orang

responden atau 6,66°/o

riari hasil tabel diatas tentang kelancaran pembangunan di kecamatan

walenrang utara itu masih cukup ba.ik sesui dari hasil responden. Hal ini perlu

peningkatan  dari  pemerintah  untuk  kelancaran  pembanguTian  di  kecamatan

walenrang utara.

8.  Faktor Penghambat penerapan koordinasi aparat Pemerintah kecamatan

Walenrang Utara

1.   rmgkat partisipasi pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam

proses peningkatan pembangunan.

Sesuai   penelitian   peneliti   dilapangan  tentang   tingkat   partisipasi

pemerintah  dalam  proses  peningkatan  pembangunan  didaerah kecamatan

waleurang utara menriliki peran yang sangat penting didalani pelaksanaan

pemerintah dan pembangunan. Khususnya pada pemerintah tingakat luran

dan  desa  untuk  menoubah  kultur  dan  akses  terhadao  ilmu  nengetahuan

teknologi balk dari kalangan masyarckat maupun pemerintah daera_h_,  dan

pemerintah walemang utara harus mampu membuka gagasan barn untuk

meningkatkan   pembangunan   di    kecamatan   walenran   utara   adapaun

tanggapan   responden   tentang   tingkat    partisipasi    masyarckat   dalam



68

pert.i.n.gkatan pembangunan di kecamatar`. walenrang utara.dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Tanggapan Responden tentang Partisipasi I'emerintah Kecamatan

dan Ke]urahan/desa Dalam Proses Peningkatan Pembangunan

NO Kategosripeni]aiar. Frekuansi Persentase        I

1 Sangat balk 8 26,66%

2 BalkI 9 30,00"I
3 Cukup balk                I 9 30,00%

I       4 1'Kurangbalki

J SangatTidakbaik          I

Jumlah                           I

Hasil olahan kusioner data 2014

Berdasarkan    tabel    diatas    tentang    tanggaDan    resDonden    terhadaD

partisipasi   pemerintah   kecamatan   dan   kelurahan   /   desa   dalam   proses

peningkatan pembangunan adapun tanggapan 3 0 responden yang mengatakan

"sangat  baik"  8  orang  responden  atau  26,66%  responden  sedangkan  yang

mengatakan  "baik"  9  orang  responden  atau  30,00%  responden  dan  yang

mengatakan  "cukup  balk"  9  orang  responden  atau  30,00°/o  responden  terus

yang mengatakan "kurang baik" 4  orang responden a+ou  13,33% dan yang

mengatakan "sangat tidak baik" 0 orang responden atau 0% responden atau

ijdak-adaianaiekal-i.
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Hal   diatas   meriurijukan   tentang   partisipasi   pemerintah   dalam   proses

pembangunan sudah bisa dikatakan balk, namun pemerintah kecamdian harus

lebih meningkatkan partisipasi dalam hal  pembangunali  untuk pemban_ounan

yarigberkesir.ambungai-i.

2   Komonikasi Pemerintah  ke masyarakat dalam  menunjang keberhasiian

pembangunan Komonikasi

Komonikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, kama komonikasi

sejumlah unit dalam organisasi akandapat berkoordinasi berdasarkan rentang

diiliana sebagaian -r}esar ditentukan oieh komonikasi.  Komonikasi merupakan

salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan

kehidupanya,

Dari pengertian komonikasi sebagain-lama disebut diatas teTtihat TDaheca

komonikasi I.tu mengandung arti komonikasi yang bertuj uan merubali tingkah

laku  malnusia  kama  sesui  dengan  pengertian  ilmu  komonikasi  suatu  upaya

yang    sistematis    untuk    merumuskan    secara    tegas    azas-asas    tersebut

disampaikan komonikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan  sikap dan

pendapat  akibat  informasi  yang  disampaikan  oleh  seseorang  kepada  orang

lain.  Ada pun  komonikasj  pemeri.ntati  kecamatan  dalam  menunjang peroses

pembangunan di kecamatan waleurang utara dapat dilihat pada tabel berikut

ihi.

Selanjutnya   dapat   dilihat  pada   tabel   berikut  tentang  komonikasi

pemerintah dalam menunj ang proses pembangunan.
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Tabel 4.7

Tanggapan Responden tentang komonikasi pemerintah dalam

menunjang proses Pembangunan di kecamatan Walenrang Utara
'NO i        Kategoripenilaian Frek-uansi i        Pe rse ntase

1 Sangat balk 0 0%
I

2 Balk .I 6 20'00%            ,

3
-Cukupbaik

10 33,33%

4 I                Kinrang balk 12 40,00%             I

5 Sangat Tidak balk 2 6fJ#fJ/o

L.__..._.

Jumiah

Hasii olahan kusioner data 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang komonikasi pemerintah dalam proses

Dembanmnan   di   kecamatar.   walen.rang   utara   daril   30   resrtonden   vang

menjawab "sangat balk" 0 orang atau 0% responden yang menjawab "baik" 6

orang  atau  20,00%  responden yang menjawab  "cukup baik"  10  orang  atau

33,00%  responden kemudian yang menjawib  "kurang balk"  12  orang  atau

40,00% responden sedangkan yang menjawab " sangat tidak baik" 2  orang

tidck ada sama sekali  atau 5,66% responden.

Dari  tabel  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  komonikasi  pemerintah

dalam proses peringkatan pembangun dikecamat;in walenlang utara kurang

balk  hal  ini  peru -penin9katan  dafam thal +ononikasi  denganinasyarakat



71

kecamatan walenrang utara dalam  proses peningkatan pembar.gr, na yang ada

di kecamatan waleurang utara.

3.     kesamaan     tindakan     pemerintah     dengan     masyarakat     da]am

mensukseskfn pembangunan.

Pada  hakikatnya  koordinasi  memerlukan  kesadaran  setiap  anggota

organisasi   ata.ti   siratu  organisasi   untuk   saling  menyesuaikan   diri   atau

tugasnya dei-igan anggota   atau satuan orgr_nisasi lainya agar anggota atau

satuan  organisa*i  tersebut  tidak  berjalai-I  sendiri-sendiri.  01eh  sebab  itu

konsep  kesatuan  {indakan  adalah  inti  dari  pada koordinasi  kesaluan  dari

pada usaha bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha

dziri   pada  tiap  kegiatan  individu   sehingga  terdapat  adanya  keserasian

didalan mencapai hasil. Kesatuan tindakan ihi menipakan suatu kewajiban

dari   pimpinan   untuk  memperoleh   suatu  koordir}asi   yang   balk  dengan

mengatur jadwal waktu yang dimaksutkan bahwa kesatuari usaha itu dapat

beljalan   sesuai   dengan   waktu   yang  telah   direncanckan.   Sesuai   hasil

responden tentang kesamaan tindakan pemerintah dengan masyarak dalam

mensukseskan  pembanguna  di  kecamatan  walenrang  utara  dapat  dilihat

pada tabel berikut ini:

Selanjutanya  tabel  kesanaan  tidakan  dalam  meusukseskan  proses

pembangunan di kecamatan walenrang utara.
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Tabel 4.8

Tanggapan Responden Tern_adap Kesamaan Tindakan peinerilitah dan

Masyarakat dalam proses Pembangunan Yang Ada Di Kecamatan

Walenrang Utara

NO Kategori Penilaian I             Frekuer.si I       PersentaseliI

1II SangaBaik 0 10%

'2 Balk 16I 53'33%              i

3I
'              Cukup Baik

6I 20,00%             I

!4

Kurang Balk 8' yfJffrfJ/o

Sangat Tidak Balk

Jumlah 100.00

Sumber:IIasil Olahan Data Penelitian,2014

Berdasarkari   tdbel   diatas   tei-itang   kesamaan   tindakan   pemerintah

kecamatan   dengan   masyarakat   dalam   proses   pembangunan   dikecamatan_

walenrang  utara  ada  pun  tanggapan  30  responden  zidalah  yang  mengatakan

"sangat  balk"  0  orang  atau  sama  dengan  0%  responden  sedangkan  yang

mengatakan "balk"  16 orang atau 53,33% sedangkan yang mengatakan "cukup

baik" 6 orang atau 20,00% selanjutnya yang mengatakan "kurang balk" 8 orang

afa`ti  26,66%  resporideri  sedarigka.ri  -yai-ig  frierigatakan  "sarigat  tidck  balk"  0

orang atau tidak sama sekali 0% responden

Berdasarkan   tabel   diatas   tentang   kesamaan   tindakan   pemerintah

dengan masyarakat dalam proses pembanguna dikecamatan walenrang utara



sudah  terbilang  baik,  hal  ini  perlu  penin.gkatan  kesamaan  tjndakan  dalam

prosespembaLunan.

4. pembiayaaan yang di]akukan pemerintah dalam proses pembangunan

Sejalan  dengan  pelaksanan  pembantguna  di  daerah  dan  pelaksanaan

otonomi   daerah   maka   dalam   tahun   anggaj-an   2001   pemerintah   kembali

melakukan penyempumaan dart penampilan APBN, apabila wktu-waktu yang

lalu  anggaran  nyang  ditrasfer  kedaerali  dalam  anggaran  rutin  daerah,  dan

anggaran  pembangurian  yang  dikelolah  daerah  maka  sejak  RAPBN  2012

diru'Da-n   menja,di   dar.a   perimbangan,   perubahan   ini   menunj:_Lkan   otonorlii

daerah  dalam  pengelolaan keuangan  suatu hal  yang  menarik  dalam  seiii.ruh

format    penampilan    APBN    diatas    adalah    dikelompokan    pengeluaran

pemerintah   kedalan   pengel`daran   rutin   dan   pengeha©   penbangunan,

adapun tanggapan respondcn terhadap pembiayaan atau pengeluararL terhadap

pembangunan yang ada dikecamatan waieuran utara dapat dilihat pada tabel

berikut ini

Selanjutnya  tabel  4.9  tentan.g  pembiayaan  pembangunan  yang  dilakukan

pemerintah dalan proses pembangunan.
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Tabel 4.9

Tanggapan Responden Tentang Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah

Kecamatan da]am Proses Pembangunan di Kecamatan Waleni.ang Utal.a

NO i       Ka€egoripenilaian Frekuensi Persentase        i

11 I               Sangat Balk I 3,33%  +

12I

I                        Balk 8 26,66%             I

3 I              Cukup Balk Ilo 33,33%

4 Kurang Baik 9 30,00%

5 Sangat Tidak Balk 2 6.66%
I

i-dmlah 30 100,00

Hasil Oiahan Data penelitiah 2014

Berdasarhain  {abel  cia+ras  tentang  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh

pemerintah   kecanatan   walenrang   utara  menurut  30   responden  yang

mengaraka.n  "  sangac  balk"   i   orang  i-esponden  atau  3,33%  dan  yang

mengatakan   "balk"    8    orang   responden    atau   26,66%   terus    yang

mengatakan  "cukup  balk"  10  orang  responden  atau  33,33%  dan  yang

mengatkan  "kurang  balk"  9  orang  responden  atau  30,00%  responden

selanjutnya yang mengatakan "sangat tidak balk" 2 orang responden atau

6f,«fJ/o.

Hal    diafas   menunjukan   tentang   pembiayaan    pembangunan    di

kecamatan  waleurang  utara  cukup  baik  hal  ini  menjadi  pelajam  buat
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pemerintah daerah untuk meningkatkan pembia.yann pembangunan  untuk

memperlancar pembangunan yang evektif.

5.   pemerintah kecamatan daLam peningkatan mutu I)embangunail

upaya     pemerintah     kecamatari     dalam     meningkatkan     mutu

pembarigunan    merupakan    prioritas    dalam    pembangunan    nasionai

disamping  prioritas  lalnya  ada  pun  dua  hal  yang paling  penting  dalam

mutu   pembangunan    meningkatkan   mutu   pembangunan   merupakan

rancangan  induk  yarig  besar  dan jangka  panjang  sesuai  konsepsi  yang

je±as yang sesual  dari  semua jajaran,  dan seianjutlLya dalam pelaksanaan

mutu  pembangunan  sehamya  diperhatikari  situasi  empiris  dan.  kendala-

kendala  y?.ng  dipendrakan  timbul  sehingga  bersifat  inovatif dan  tidak

mengulagi   usaha   yang   tidak   be,rhasil   dalam   pembangunan   adapun

tanggapan responden tentang mutu pembanguna di kecamatan waleurang

utara dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Selanj utnya pada tabel berikut ihi tentang pemerintah kecamatan

dalam meningkatkan mutu pembangunan dikecaniatan `,valeurang utara.
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Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang pemerintah kecamatan da]am

meningkatkan mutu pembangunan

r_0 i      Kategoripenilaian

I             Frekuensi Persentase

I Sangat Balk 1 3'3307o

12II Baik 10I 33,33o^T    .I

3 Cukup Balk 10 33,33o,;o

4 Kuirang Balk               iI 8 20.66%

5 Sangat Tidak Balk 11( 3,33%

Hasil Olahan data penelitian 2014

Berdasrkan    tabel    diatas    ten`rang    pemerintah    kecamatan    dalam

meningkatkar, miitu pembanguna menurut tanggapan dari 30 responden yang

mengatakan "san_gat balk"  1 orang responden atau 3,33% res.nonden dan vaiigJ-

mengatakan  "balk"   10   orang  responden   33,33%  terus  yang  mengatakan

"cukup   balk"    10    orang   responden   atau   33,33%   responde   dan   yang

mengatakan   "   kurang  balk"   8   orang  responden  atau  26,66%  reponden

selanjutnya  yang  meilgatakan  "  sangat  tidak  baik"   I   orang  atau  3,33%

responden

Hal diatas menunjukan tentang pemerintah dalam menin8katkan mutu

pembagunan sudah balk, hal ini menjadi tugas . pemerintah kecamatan dalani

meninglcat-ken mutu pembanguna df kecarnatan walerLrang utara.



BABV

KESIMPIELAN DAN SARAN

A.  KESIMPUIL,Apt

1.     Partisipasi  masyarakat    dalam  lingkup  pembangunan  itu  merupakan

keterlibatan   nyata   orang-orang   dalam   perencanaan   pembangunan

keteriibatan    dalam    melaksanann    program    dan    .keputusan    serta

keterlibatan   mereka   dan   menikmati   hasil   dan   partisipasi   dalam

melaksanakan evaluasi pembangunan

2.     Camat  dalam  .T.eiaksanakan  koordinasi  pcmbangunan  dikecamatan

waleurang utara dalam hal ini moriitiring terhadap pembangunan jika

tidak   ditunjang   dengan   dukungan   motivasi   kerja,   serta   laporan

pelasanaan pembangunan akan mempenga ruhi peiaksanaan koordinasi

pengawas secara keseluruhan koordinasi yang dilaksanakan oleh camat

walenrang  utara  dapat  dilaksanakan  dengan  evektif kama dukungan

partisifasi  masyarakat  adanya  informasi  yang  diterima  dari  instansi

yang terkait berdasarkan peraturan yang ada.

3.    Keberhasilan din pada camat didalam melaksanckan tugasnya dalam

menun.j ang ke.oerhasiian pen-Dangunan diwiiayahnya tergantung j uga

dari bangaimana tekrik, cara dan semi dari pada seorang camat selaku

pimpinan wilayah.



4.     Koordinasi   camat  dalam  menunja.n.g  keberhasilan  pembangunan  di

wilayah     kecamatan     walenrang     utara    kabupaten     ]uwu     suJah

dilaksanakan     secara     maksimal     evaluasi     kinerja     camat     telah

dilaksana'n:ar. dengan tiaik sesui program.

5.    Koordinasi   camat  daiam  menunjang  keberhasilan  pembanguiian  di

kecamatan  waleurang  utara  haru  selalu  mclakukan  pendekatan  yang

evektif kepada masyarakat yang ada di kecamatai-I wdlenrang utara

8.   SARAF-`t

1.   Disarankan   kepada   camat   walenrang   utara   dan    stafnya   dalam

menj alankan tugas dan perananya sebagai administrator pemerintahan,

administrator   pembangunan    dan        adminstrator    kelna3}'rarakatn

diwilayah  kecamatan  waleurang  utara  untuk  dapat  memperhatikan

gaya atau semi memimpin masyara.kat serta menggunakan pendekatan

yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat agar tujuan utama

yaltu   pembangunan   dikecamatan   walenrang   utara   dapat   bejalan

dengan baik

2.   Hendaknva   masvarakat   memi]ikj    kesadaran    vang   tingri    untuk

berfatisipasi membantu pemerintah kecamatan dalam pembangunan,

sebab  partisipa`sf  masyarakat itu  sendiri  dalam  rangka usaha mereka

untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya bedasarkan

kekuatan  dan  prakarsa  sendiri  serta  ditunjang  dengan  bantuan  dan
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pelayanan     teknis     pemerintaF.     dalam     berbagai     program     yang

direncanakan   untuk   melancarkan   perbaikan   terhadap   kepentingan

iunum masvarakat

3.    Pemerintah dan masyarakat   hams selalul-I searah baik secara tindakan

untuk  mensukseskan  arah  pembanguna  yag  balk  dan  pembangunan

yang berkelap,j utan di kecamatan walenrang utara

78
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LAMPIRAN  1

TANGGAPAN 30 RESPONDEN TERHADAP KOORDINASI  PEMERINTAH  DAERAH CAMAT DALAM

MENUNJANG KEBERHASILA.N PEMBANGUNAN  DI KECAMATAN WALENRANG  UTARAI_ Jawaban Responc:'en Terhadap Koordinasi Pemerintah Daerah
'No (camat ) Dalam Menunjang Keberhasi!an Pembangunan Di Jumlah        I

Responden I                                     Kecamatan Walenrang Utara

!1
'2 13 415

1 3 3 3 14 3 16
2 2 3 2 4 1 12,
3 4 4 3 5 12 16
4 1 2 3 5 5 18
5 3 4 4 2 2 161

6 3 2 3 4 4 15,
7 5 4 2 5 2 16

I I 18i1t, ® 4 I, £8 ®
'4 I, '2i5 18'

9 3 4 2 4 3 19
Ilo 4 5 2 1 4 •1fl

11 4 IJ -2 2 4 171

12
1a[

£ 3 2 4 14
13 4 2 4 5 4 '1g'

14 5 2 4 4'4 19
15 5 4 4

'3
5 21

16 3 4 4 3 4 18
i, A a A I n

18             i              3              i              2             i             4 3 3
19 4 3 2 5 3 17
20 3 2 3 4 5 17
Z1 2 4 3 2 5 16
22 2 4 2 15 3 16
23 4 4 3 4 2 17
24 5 3 2 3 4 17
25 5 5 5 5 3 23

I
I

27 4 4 4 3 5 20
128 5 4 4 4 3 20

29 5 4 3 3 2 17

3C 4             .-`- 4 2 5 1 16
Jumlah 109 104 94 log 103 518

Sumber Data: Hasf I Olahan kuisoner tahun Z014



LAMPIRAN  11

TANGGAPAN 30 RESPONDEN TENTANG  PENGHAMBAT PENERAPAN  KO0RDINASI APARAT

PEMERiNTAH DAERAH

I           NoResponder,
i    Tanggapan Responden Tentang penghabant Eoordi-nasi pemerintah

IJumlah
Daerah Camat

L1 2 3 415

1 5 4 2 Z,.2
I15

2 2 2 3 2!2 11
3 4 3 4 3j2 16
4 5 2 A-+ 3 2 116
5 14

-3
2 3 2 i4

6 3 2
'3

3 2 i14!
7 3 2 3 3 2 15
8 4 3 2 5 2 161
9 3 2' 2 3

I1
11

10 5 2 4 3 5 19
11 3 3 4 1i4 16

I

SLJmber Data: Hasil Olahan kuisonei-2014



`PERTANYAAN  MENGENAI  K00RDINASI PEMERINTAII DAERAH DALAM

MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMIATAN
WALENRANG UTARA

NAIVA

ALAM\T

PENDDIKAN

UrmR
STATUS

NO TELEPON

A.  Koordinasi  pemerl-ntah daerah (camat) dalam menulijang keberhasilan pembangunan

diwilayah kecamatan wa!cnrang utara

1     Bagaimana `ranggapan anda mengenai koordinasi camat waleurang utara terhadap

kcpa]a kelulahan / desa ?

a.    Sangatbaik

b.    Balk

d. Tidak balk

e. Sangat tidak balk

c.    Kurangbaik

2.    Bagaimana koordinasi camat dengar. aparat kelurahan/desa dalarl-I perencanaan

pembar.gu"in dikecamatan walenrang utara?

a.    Sangat baik                               d. Tidak baik

b.   Balk                                           e. Sangat tidak balk

c.   Kurangbaik

3.   Bagaimana penilaian antara anda mengenal koordinasi pemerintah kecalnatan dengan

masyarakat kecamatan waleurang utara  dalam keberhasilan pembangunan?

a.    SarLgat baik                              d. Tidak balk

b.   Balk                                         e. Sangat tidak balk

c.   Kurangbalk



4.   Bagaimana motjvaasi masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam meningkatkan

pembangunan

a.    Sangatbaik

b.    Balk

c.    Kurang balk

d. Tidak balk

e.  Sangat tidak balk

5.    Menurut tanggapan anda bagaimana kelancaran pembangurian di kecamatan waleurang

utara

a.    S`-.ngat balk

b.    Balk

c.    Cukupbaik

d. Kurang Balk

e. Sangat tidak Balk

a.   Faktor penghambat penerapan koordinasi aparat peiiierintah kecamatan waleurang utara

1.    Bagalmana tingkat partisjpasi pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses

peningkatan pembangunan

a.    Sangat balk

b.    Balk

d. Kurang baik

e. Sangat tidak balk

c.    Cukupbaik

2.   Menurut anda bagaimanaka kemonikasi pemerintah ke masyarakat dalam menunjang

proses pembangunan kecamatan w-aleurang utara

a.    Sangat balk                                                d. Kurang balk

b.   Baik                                                           e. Sangat tidak balk

c.    cukupbalk

3.   Menurut anda bagaimana kesamaan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam

meusukseskan pembangur.an dekecamatan waleurang utara

a.    Sangat balk                                            d. Kurang balk
•t].    Balk                                                              e. Sangat balk

c.   cukupbalk



4.   Bagaimana tanggapan anda mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah

dalam proses pembangunan di kecamatan walenrang utara.

a.    Sangat baik                                               d. Kurang baik

b.    Balk                                                               e.  Sarigat tidak balk

c.    Cukupbaik

5.    Bagqimana `ranggapa_r. saudara kepada pemerintah kecamatan dalam penyamaan

perjsepsi  dalam menentukan kebijakan pembangi.I.nan d].kecamatan walenrang utara

Sangat balk                                              d. Kurang balk

Balk                                                           e. Sangat tidak balk

c.    Cukupbaik


